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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan dan hambatan
majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
629/Pdt.G/2012/PN. SBY dalam kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa
sertifikat tanah ganda. Putusan hakim tersebut dianalisa berkaitan dengan
kesesuaian terhadap aturan hukum dan akibat hukumnya.

Latar belakang pada penelitian ini adalah sertifikat hak milik tanah yang
merupakan bukti kepemilikan yang sah ternyata dapat dimanipulasi oleh pihak-
pihak tertentu untuk diterbitkannya sertifikat tanah ganda. Hal ini kemudian perlu
dibuktikan kepemilikan yang sah terkait sertifikat tanah yang sebenarnya
dikarenakan sertifikat merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum kpemilikan
tanah kepada pemiliknya.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat
deskriptif-analitis untuk menganalisis pertimbangan terkait duduk perkara dan
landasan hukumnya dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan bahan
hukum primer berupa Penerapan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor 629/Pdt.G/2012/PN. SBY yang disesuaikan dengan ketentuan norma dalam
peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku
hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lain. Pengumpulan data dilakukan melalui
penelitian kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknis
analisis berupa analisis silogisme.

Hambatan yang dapat terjadi dalam memutus perkara sertifikat ganda,
putusan hakim bertentangan dengan peraturan yang berlaku, lemahnya aturan
mengenai pendaftaran tanah dan ketidaktahuan masyarakat. Putusan hakim yang
memerintahkan penerbitan duplikat sertifikat tanpa membatalkan atau menghapus
sertifikat asli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran hukum
berupa penerbitan sertifikat ganda yang melanggar 3DVD( D\DI 33 1RPRU

7DKXQ -XQFIR 3DVD0  UnGDQJ XQGDQJ 1R  7DKXQ -XQFIR 3DVD0

GDQ 3DVD0 33 1RPRU  7DKXQ \DQJ PHQJKHQGDNL DGDQ\D NHSDVILDQ KXNXP
GDQ SHUOLQGXQJDQ KXNXP EDJL SHPLOLN DIDV ELGDQJ WDQDK \DQJ OHELK GDKXO0X WHUELW
VHFDUD VDK PHQXUXIl KXNXP  Sertifikat adalah suatu alat bukti yang kuat atas suatu
bidang tanah yang kuat, karena memuat data yuridis maupun fisik yang tertuang di
dalamnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa selama sertifikat tersebut diakui
eksistensinya, maka sertifikat tersebut harus dianggap sebagai alat bukti yang sah,
dan Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini didasarkan pada
kewenangan absolut Pengadilan Negeri berkaitan dengan alas hak yang sah terkait
perolehan hak atas tanah dan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat kepada
Penggugat sesuai pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian hal ini masih
merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Sertifikat tanah, Putusan Pengadilan, Hak tanah, Hambatan

Is



ABSTRACT

This research aims to analyze the obstacles and considerations of the panel
of judges in the Surabaya District Court Decision Number 629/Pdt.G/2012/PN.
SBY in relation to the process of resolving multiple land certificate disputes. The
judge's decision is analyzed in relation to its conformity to the rule of law and its
legal consequences.

The background to this research is that land title certificates, which are
legal proof of ownership, can actually be manipulated by certain parties to issue
multiple land certificates. This then requires proof of legal ownership regarding
the actual land certificate because the certificate is a form of legal protection of
land ownership for the owner.

This research method is normative legal research that is descriptive-
analytical in nature to analyze considerations related to the case and the legal basis
in the case. This research uses primary legal material in the form of the application
of law in the Surabaya District Court Decision Number 629/Pdt.G/2012/PN. SBY
adapted to the provisions of norms in statutory regulations and secondary legal
materials in the form of legal books, legal journals and other literature. Data
collection was carried out through library research. In writing this law, the author
uses technical analysis in the form of syllogism analysis.

The results of this research indicate that there has been a violation of the
law in the form of issuing multiple certificates which violates Article 51 paragraph
(2) PP Number 24 of 1997 in conjunction with Article 19 of Law No. 5 of 1960
Juncto Article 3 and Article 4 of PP Number 24 of 1997 which requires legal
certainty and legal protection for owners of land plots that were previously legally
issued according to law. A certificate is a strong piece of evidence for a strong land
plot, because it contains juridical and physical data contained in it. This clearly
shows that as long as the existence of the certificate is recognized, the certificate
must be considered as valid evidence, and the judge's legal consideration in
deciding this case is based on the absolute authority of the District Court with
regard to the basis of legal rights related to the acquisition of land rights. Thus,
this matter is still within the authority of the District Court.

Keywords: Land certificate, Court decision, Land rights
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Tanah merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh masyarakat.
Dalam pengelolaannya, tanah dikelola sebagai tempat hunian, lahan perkebunan,
lahan kegiatan perekonomian dan lain sebagainya. Tanah dinilai memiliki nilai jual
dan nilai investasi yang cukup meyakinkan karena harga jualnya yang relatif
meningkat secara signifikan setiap tahunnya apalagi tanah atau lahan yang berada
di lokasi strategis seperti dekat kawasan perekonomian dan aksesnya yang sangat
mudah. Tanah menjadi kebutuhan dan unsur terpenting dalam kehidupan
masyarakat, tanah sebagai bagian tak terpisahkan dari tempat berpijak serta tempat
melangsungkan kehidupan. Pada dasarnya Negara Republik Indonesia juga
merupakan sebagai negara kepulauan yang mana bertumpu pada ketahanan daratan
yang sifatnya agraris, masyarakat memiliki hak dan juga kewajiban atas
pemanfaatan tanah yang tujuannya guna melangsungkan kehidupan serta menjaga
stabilitas ketahanan nasional. Dalam pengelolaan serta pemanfaatan tanah
masyarakat memiliki hak serta kewajiban yang dijamin di dalam konstitusi yakni
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak masyarakat
atas tanah merupakan suatu hak yang sifatnya hakiki atau mendasar yang digunakan
guna memenuhi harkat serta kebebasan diri. Namun dibalik itu negara juga

memiliki kewajiban untuk memenuhi jaminan serta kepastian hukum terhadap hak



atas tanah tersebut walaupun demikian hak itu dibatasi dengan adanya kepentingan
lain serta kepentingan negara.t

Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) meyatakan bahwa pemanfaatan fungsi
bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Amanat tersebut menjadi dasar hukum
politik pertanahan nasional yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 1,2,3 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA). Sehingga, penguasaan, pengaturan dalam penggunaan dan penguasaan
tanah tidak boleh melenceng dari amanah konstitusi. Selain itu, aspek yuridis hak-
hak penguasaan atas tanah perlu adanya jaminan kepastian hukum, supaya ada
payung hukum yang dapat meredam dinamika persoalan tanah agar tidak
menimbulkan konflik-konflik berkepanjangan di masyarakat.

UUPA menjadi tonggak awal meletakkan dasar-dasar untuk memberikan
jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Hal ini bisa
diwujudkan melalui dua upaya yaitu Pertama, adanya perangkat hukum tertulis,
lengkap dan jelas yang dijalankan secara konsisten sesuai dengan semangat
regulasinya. Kedua, penyelenggaraan pendaftaran tanah memberikan aksesibilitas
untuk membuktikan hak atas tanah yang dikuasai dan untuk memperoleh

keterangan yang dibutuhkan terkait tanah yang menjadi objek perbuatan hukum

1 3UDVHINR $U\R =HZDQGDUX 3HQ\HOHVDLDQ 6HQJINHID 7DQDK 7HUKDGDS GHUILILNDI *DQGD =L
%DGDQ 3HUIDQDKDQ 1DVLRQDO -XUQD0 LRIDULXY OROXPH  1RPRU  KDO



yang akan dilakukan, serta dapat membantu pemerintah melaksanakan
kebijaksanaan pertanahan.?

Kepemilikan tanah di Indonesia sendiri jika ditelusuri dari sejarahnya,
dibedakan menjadi dua masa yakni kepemilikan tanah pada masa sebelum dan
sesudah diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Kepemilikan
tanah pada masa sebelum diundangkannya UUPA menimbulkan dualisme hukum
yang mengatur mengenai pertanahan di Indonesia, disatu sisi berlaku hukum
pertanahan kolonial belanda atau yang taat pada sistem Hukum Perdata Barat dan
disatu sisi pula berlaku sistem Hukum Adat yang berlaku bagi masyarakat
bumiputera yang mana tidak memiliki suatu bukti tertulis, yang sering disebut tanah
adat ataupun tanah ulayat. Kemudian pada masa setelah diundangkannya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria maka
berakhirlah dualisme hukum pertanahan di Indonesia dan hukum pertanahan di
Indonesia mengalami penyeragaman. Tentunya UUPA ini memberikan suatu
perubahan yang besar dalam suatu pengaturan pertanahan di Indonesia yang begitu
kompleks sebelum diundangkannya UUPA. Seiring perkembangannya, kini timbul
pula mengenai problematika pencatatan tanah di Indonesia mengingat bahwasanya
pernah terjadi dualisme hukum yang berlaku yakni sebelum diundangkannya
UUPA hal tersebut masih menyisakan persoalan baru terutama dalam hal

pencatatan kepemilikan tanah. Sertifikat tanah ganda menjadi salah satu

2 8ILS 6DQIRVR 3HQGDIIDUDQ GDQ 3HUDOLKDQ +DN $IDV 7DQDK FHIDNDQ NH ~ ~DNDUID - HQFDQD
KDO



problematika hukum pertanahan di Indonesia dan suatu hal yang harus menjadi
perhatian khusus agar terciptanya kepastian hukum pertanahan di Indonesia.

Permasalahan tanah sejak dahulu merupakan persoalan hukum yang pelik
dan kompleks serta mempunyai dimensi yang luas baik di negara maju maupun
berkembang, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat. Tujuan
pelaksanaan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum
dan perlindungan hukum. Namun dalam realitanya pemegang Sertifikat Hak Atas
Tanah belum merasa aman akan kepastian haknya dikarenakan seringkali muncul
banyaknya sengketa yang membatalkan sertifikat melalui Lembaga Peradilan.
Sertifikat Hak Atas Tanah sendiri sering mengalami pembatalan disebabkan adanya
gugatan dari pihak lain yang juga memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah, yang dengan
kata lain dapat dikatakan bahwa pada suatu tanah terdapat lebih dari satu Sertifikat
Hak Atas Tanah sedangkan pendaftaran tanah sendiri diadakan oleh BPN. Hal ini,
tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga sangat mempengaruhi kinerja BPN
sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi
pertanahan.

Regulasi tentang pendaftaran tanah diatur melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan tersebut merupakan bentuk
upaya rechtscadaster (pendaftaran tanah) yang bertujuan mewujudkan kepastian
hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, dengan output alat
bukti berupa Buku Tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah

dan Surat Ukur.



+DNLNDIQ\D ILPEX0Q\D SHUVHQJINHIDDQ PHQIHQDL IDQDK VDIDK VDIXQ\D GLDZDIL
ROHK PDVNDUDNDI \DQJ VHEDJLDQ EHVDU EHUXSD\D GHQIDQ VHJIDOD FDUD PHQGDSDINDQ
KDN DIDV NHSHPLOLNDQ IDQDK GHQIDQ VHUILILNDI SDOVX DIDX NHKDGLUDQ VHUILILNDI JDQGD
\DQJ VHFDUD HHODV ILGDN IHUFDQIXP GDIDP EXNX IDQDK GDQ VXUDI XNXU \DQJ VDK GDUL
%DGDQ 3HUIDQDKDQ 1DVIRQDD %31  DIDXSXQ VHUILILNDI \DQJ GLSDOVXNDQ GHQJDQ
EODQIJNR PRGH) (DPD DIDX WIHPSHO \DQJ GLEXDI EXDI PHQJDIDVQDPDNDQ %31
BHUILILNDI \DQJ GLSDOVXNDQ HLGDN GLGDVDUL DIDV NHIHQIXDQ SHQHUELIDQ PHIDOXL
SURVHGXUDO \DQJ EHQDU VHKLQJJD VHPDID PDID SHQHUELIDQ KDN DIDV IDQDK GDSDI
IHUOLKDI GDUL GRNXPHQ NHSHPLOINDQ \DQJ GLSDOVXNDQ \DQJ GHPLNLDQ REIHN DIDV
VHELGDQJ IDQDK GLPLOLNL ROHK SHPLOILN \DQJ EHUWDQJNXIDQ EXNDQ RUDQJ (DLQ GHQJDQ
GDID \DQJ ILGDN VHKDUXVQND 3

7DQDK IDQDK \DQJ VHGDQJ GDIDP VHQJINHID WLGDN GDSDI GLNHIROD ROHK SLKDN
EDLN ROHK SHPHJIDQJ VHUILILNDI PDXSXQ SLKDN SLKDN 0DLQQ\D 6HFDUD HNRQRPLY IHQIX
VDQJDI PHUXJINDQ VHEDE IDQDK \DQJ GLNXDVDL ROHK SLKDN (DLQ HUHEXI ILGDN 0DJL
SURGXNILI 7DQDK IHWHEXI HLGDN GDSDI GLPDQIDDINDQ XQIXN PHPSURGXNVL EDUDQJ GDQ
IDVD VHUID GLIDGLNDQ IDPLQDQ GL EDQN SSSDELOD NDVXV  NDVXV VHUILILNDI \DQJ GLNXDVDL
ROHK SLKDN 0DLQ SDGDKDO PDVLK GDODP KDNQ\D XQUXN GLNHOROD GDQ ILGDN GLIDQIDQL
VHFDUD VHULXV PDND DNDQ PHQJJDQJJX VIDELOLIDV SHUHNRQRPLDQ

%HUGDVDUNDQ IDNID IDNID \DQJ DGD GL PDVADUDNDI GHUILILNDI +DN SIDV 7DQDK
PDVLK EHIXP VHSHQXKQ\D PHPEHULNDQ IDPLQDQ NHSDVILDQ KXNXP GDQ SHULQGXQJDQ

KXNXP NHSDGD SHPLOIN +DN $IDV 7DQDK  GHUILILNDI +DN $IDV 7DQDK PDVLK

8 1.XUX0 4DPD0 - DUDNIHULVILN +XNXP $FDUD 3HUDGLODQ 7DD 8VDKD 1HJDUD ODNDWDU 3XVIDND
SHIOHNVL KDO



PHQJIKDGDSL NHPXQJINLQDQ DGDQ\D JXJDIDQ GDUL SLKDN 0DLQ \DQJ IIXJD PHUDVD
PHPLOLNL +DN SIDV 7DQDK IHUVHEXI VHKLQJJID DSDELOD GDSDI GLEXNILNDQ VHFDUD KXNXP
EDKZD LD DGDODK SHPLON VHEHQDUQ\D PDND GHUILILNDY +DN SIDV 7DQDK GDSDI
GLEDIDONDQ

BDIDK VDIX NDVXV \DQJ PHQDULN XQIXN GLDQDOLVLY DGDIDK 3XIXVDQ 3HQJIDGLIDQ
1HJHUL 6XUDED\D 1RPRU  3GI > 31 6E\ \DQJ PHILEDINDQ VHQINHID KDN
DIDV IDQDK GL -D0DQ ~HPXUDUL 6HIDIDQ © - RID GXUDED\D ™ DODP NDVXV LQL WHUGDSDI
NRQIOLN DQIDUD SLKDN  SLKDN \DQJ PHQJINIDLP NHSHPLOLNDQ DIDV IDQDK IHWHEX!I 3URVHV
SHUDGLODQ PHQIDGL VDUDQD XQUXN PHQFDUL VROXVL \DQJ DGL0 GDQ (HJDO GDIDP
SHQ\HOHVDLDQ NRQIOLN WHUVHEXH %HULNXI SHUPRKRQDQ SHPRKRQ \DQJ GLNDEXONDQ

OHQXUXI 5 6DEDURIR \DQJ GLVHEX! UXJD 5 6DEDUNRIR DOPDUKXP
VXDPL 7HUIXJDH , GDQ D\DK 7HUIXJDII ,, VHODLQ GLEHUL IIXJDV ROHK GHNUHIDULV = DHUDK
-DZD 7LPXU XQIXN PHQJXUXV VXUDI VXUDI IDQDK \DQJ IHUNDLI GHQJDQ - RPSOHN
3HUXPDKDQ 35 5, GDQ 35" 7LQINDI , -DZD 7LPXU IXJD IHUPDVXN VDODK VDIX
SHPLOILN SHUVL) GDIDP _RPSOHN 3HUXPDKDQ =35 5, GDQ =35 7LQINDI , -DZD
7LPXU QDPDQ\D IHUIXOLV IHUFDIDI SDGD GHUILILNDI ,QGXN  +DN OLON 1RPRU  ™HVD

-HPXUZRQRVDUL OHPLIINL ~ GXD ELGDQJ NDYHOLQJ WDQDK GDIDU XUXW 1.RPRU

OHIDN NDYHOLQJ WDQDK GL GHQDK 1RPRU  0XDV WDQDKQ\D P IIHODK WHUELW
GHUILILND +DN OLILN 1RPRU " HVD -HPXUZRQRVDUL *DPEDU 6LIXDVL 1RPRU

#DQJJID0  ODUHI DIDV QDPD 1\ 5SRFKDGLQL GDEDUIRIR ~ 7HUJIXJDN ,  WHODK
EHUDOLK NHSDGD =U 1\ 6RHPDQIUL LVILL =U 21RUDFKPDQ EHUGDVDUNDQ $NID -XD0 %H0L
#DQJJID0 " HVHPEHU 1RPRU \DQJ GLEXDII ROHK 1RIDULV 33%7

-RID 6XUDED\D 5 6RHELRQR GHIDQUXIQ\D EHUDILK 0DJL NHSDGD OLFIRU 6XQDUIR



EHUGDVDUNDQ $NIID -XD0 %H0L IDQJJD0  OHL 1RPRU 0 =RQRFRIR \DQJ

GLEXDW ROHK LRIDULV 33%7 1RRU ,UDZDIL 6 + =DQ OHIDN NDYHLQJ WDQDK \DQJ GL

GHQDK LRPRU  OXDV IDQDKQ\D P IHODK IHUELY GHUILILNDI +DN OLOLN 1RPRU

" HVD -HPXUZRQRVDUL *DPEDU 6LIXDVLIDQJJID0  ODUHI 1RPRU  ™HWD
-HPXUZRQRVDUL DIDV QDPD 1\ SRFKDGLQL 6DEDUIRIR 7HUIXJDI , HODK GLDOLKNDQ
NHSDGD ,U ,VPX 6XGDUIR EHUGDVDUNDQ $NID -XDO %HOL IDQJJD0 = HVHPEHU
1RPRU \DQJ GLEXDI ROHK LRIDULV 33$7 - RID 6XUDED\D 5 6RHELRQR
BHIDQIXIQ\D SDGD IDQJIDY ™ HVHPEHU GLKLEDKNDQ EHUGDVDUNDQ SNID +LEDK
1RPRU \DQJ GLEXDI ROHK LRIDULY 33%7 - RID 6XUDEDN\D 3UDILIL = LZLHILDQ\
6+

%HUGDVDUNDQ XUDLDQ GL DIDV GDSDIl GLVLPSXOINDQ EDKZD VHIDN 1DQJJID0

"HVHPEHU ~ 7HUJXJDN, GDQ ZHUIXJDI ,, VXGDK ILGDN PHPLILNL NDYHLQJ IDQDK 0DJL
GL - RPSOHN 3HUXPDKDQ =35 5, GDQ 35 ™ 7LQINDI ,, -DZD 7LPXU OHIDOXL SURVHV
SHUDGLODQ ~ SLKDN SLKDN  \DQJ EHWHQINHID PHPLINL NHVHPSDIDQ  XQIXN
PHQ\DPSDINDQ DUJXPHQ GDQ EXNIL EXNIL \DQJ PHQGXNXQJ NODLP PHUHND
3HQJIDGLODQ EHUIXJDV XQIXN PHPHUNVD EXNIL EXNIL WHUVHEX) VHUID PHQHUDSNDQ
KXNXP \DQJ EHUDNX XQIXN PHPXIXVNDQ NHSHPLOLNDQ IDQDK VHFDUD DGLO GDQ VHVXDL
GHQJIDQ SHUDIXUDQ \DQJ EHUIDNX %HUGDVDUNDQ XUDLDQ IHUHEXH PDND SHQXOLV IHUIDULN
XQIXN PHQ\XVXQ VNULSVL GHQJDQ IXGX0 3BQDILVLY <XULGLV 3HQ\HOHVDLDQ GHQJINHID
BHUILILNDI 7DQDK *DQGD OHIDOXL 3HQIDGLDQ LHJHUL 6IXGL _DVXV 3DGD 3XIXVDQ

3HQJIDGLODQ 1HJIHUL 6XUDED\D 1RPRU 377> 31 6%< ”



% 3HPEDIWDVDQ PDVDIDK

3HPEDIDDVDQ PDVDIDK GLEXWXKNDQ GDODP  SHQHOLILDQ LQL DJDU GDIDP
SHPEDKDVDQQ\D HLGDN WHUODOX SDQIDQJ GDQ PHOHEDU 3HPEDIDVDQ PDVDODK GDSDW
PHPEHULNDQ IRNXV \DQJ PHQGDIDP WHUKDGDS SHUPDVDIDIDQ \DQJ VHGDQJ GLWHOLIL
3HPEDIDVDQ PDVDIDK GDODP SHQHOLILDQ LQL \DLIX

1. Penelitian ini hanya terbatas kepada penyelesaian sengketa terkait adanya
sertifikat tanah ganda yang ada di Pengadilan Negeri, dalam lingkup hukum
perdata, karena dalam kasus adanya sertifikat dalam beberapa yurisprudensi
dapat diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Penelitian ini akan membatasi analisisnya pada Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor 629/Pdt.G/2012/PN Sby, yang merupakan putusan pada
pengadilan tingkat pertama. Meskipun terdapat upaya hukum banding,
kasasi, dan peninjuan kembali, akan tetapi pada prinsipnya putusan pada
pengadilan yang lebih tinggi terseebut semuanya menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 629/Pdt.G/2012/PN Sby.

& 3HUXPXVDQ PDVDIDK
%DJIDLPDQD SHQ\HOHVDLDQ SHUNDUD VHQJINHID VHUILILNDI JDQGD GL 3HQJIDGLODQ
1HJIHUL 6XUDED\D"
$SD KDPEDIDQ KDPEDIDQ GDIDP SHQ\HOHVDLDQ VHQJNHID VHUILILNDI JDQGD
GDIDP 3XWXVDQ 3HQJDGLODQ 1HJHUL 6XUDED\D 1RPRU 3G > 31

6E\ "



= 7XIXDQ SHQHILILDQ
OHQJHIDKXL SHQ\HOHVDLDQ SHUNDUD VHQJNHID VHUILILNDW JDQGD GL 3HQJDGLODQ
1 HJHUL 6XUDED\D

2. Mengetahui penyebab sertifikat ganda dalam putusan Pengadilan Negeri

Surabaya Nomor 629/Pdt.G/2012/PN Shy.

(  ODQIDDW SHQHILILDQ

3HQX0LVDQ +XNXP SDGD GDVDUQ\D KDUXV PHPEHULNDQ NHEHUPDQIDDIDQ NHSDGD

VXDIX NHLOPXDQ GDODP KDO LQL EHUNDLIDQ GHQJDQ LOPX KXNXP GDQ WHUFDSDLQ\D WXIIXDQ

GDUL SHQXOLYDQ KXNXP LQL $GDSXQ PDQIDDN IIHRULILY GDQ PDQIDDI SUDNILY \DQJ

NHPXGLDQ GDSDW GLXUDLNDQ VHSHUIL EHULNXH
ODQIDDW WHRUHILV
3HOXOLVDQ KXNXP LQL GLKDUDSNDQ PDPSX PHQJKDVLNDQ NRQIULEXVL
SHPLNLUDQ GDQ VXPEDQJVLK GDIDP LOPX SHQJHIDKXDQ VHUID PHQIDGL OLIHUDKXU
PHQJHQDL KXNXP -+XNXP SHUGDID NKXVXVQ\D GDODP NDVXV SHQHUELIDQ
VHUILILNDII WDQDK JDQGD  VHKLQJJD GDSDI GLIDGLNDQ VHEDJDL UXWXNDQ GDIDP
PHIDNXNDQ SHQHOLILDQ VHIHQLV WHUKDGDS ZDFDQD NHLOPXDQ +XNXP 3HUGDID
GDQ IIXJD ,0PX +XNXP SDGD XPXPQ\D
ODQIDDW SUDNILY
+DVL0 SHQHOLILDQ LQL GLKDUDSNDQ PDPSX PHPEHULNDQ PDQIDDI GDQ PHPEDQIX
SHPDKDPDQ SDUD SLKDN EDLN SHPHULQIDK OHPEDJD WHUNDLI  PDXSXQ
PDV\DUDNDI \DQJ PHPEXIXKNDQ SHQJHIDKXDQ IIHUNDLI GHQJDQ SHUPDVDODKDQ

\DQJ GLEDKDV GDIDP SHQHOLILDQ LQL \DNQL SHQHUELIDQ VHUILILNDII {DQDK JDQGD

%% ,,



/$1"$6%$1 7(25,

$ +DN $IDV 7DQDK

+DN DIDV IDQDK DGDODK KDN \DQJ GLEHUNDQ NHSDGD VHVHRUDQJ DIDX EDGDQ
KXNXP XQIXN PHPLINL PHQJJXQDNDQ GDQ PHPDQIDDINDQ IDQDK VHVXDL GHQJIDQ
NHIHQIXDQ KXNXP \DQJ EHUDNX dAVAS wWGYzdzt 8QGDQJ 8QGDQJ 1R 7DKXQ
IHQIDQJ 3HUDIXUDQ =DVDU 3RNRN SRNRN $JUDUD 883%  DGDIDK  KDQ\D
SHUPXNDDDQ EXPL VDID  +D0 LQL GLHJDVNDQ GL GDIDP  3DVDO DADI
883% DGDIDK VHEDJDL EHUINXI SDIDV GDVDU KDN PHQJXDVDL  1HJDUD
GLIHQIXNDQQ\D DGDQ\D PDFDP PDFDP KDN DIDV SHUPXNDDQ EXPL \DQJ GLVHEXI
IDQDK  \DQJ GDSDI GLEHULNDQ GDQ GLSXQNDL ROHK RUDQJ RUDQJ EDLN VHQGLUL VHQGLLL
PDXSXQ EHWDPD VDPD GHQJDQ RUDQJ 0DLQ VHUID EDGDQ EDGDQ KXNXP 0DLQQ\D +D0
IHUVHEX! GLSHUIHODV GHQJIDQ SHQIHIDVDQXPXP ,,  D\DI 883% \DUX 3«
GUHJDVNDQ EDKZD GLNHQD) KDN PLOIN \DQJ GDSDI GLSXQNDL VHVHRUDQJ EDLN
VHQGLUL PDXSXQ EHWDPD VDPD GHQJDQ RUDQJ (DLQ DIDV EDJLDQ GDUL EXPL ,QGRQHVLD
+DQ\D SHUPXNDDQ EXPLVDIDIDK \DQJ GLVHEXW VHEDJDL IDQDK \DQJ GDSDHi GLKDNL
ROHK VHVHRUDQJ -DGL VLDSD VDID KDQ\D EHUKDN DIDV SHUPXNDDQ EXPLQND VDID LIXSXQ
GHQIDQ  PHPSHUKDILNDQ IDID UXDQJ GDQ NHOHWIDUDQ 0LQINXQIDQ KLGXS \DQJ
PHQGDVDUNDQ QNHSDGD SULQULS SULQVLS SHPEDQJXQDQ \DQJ EHUNHODQIXIDQ \DQJ

NHIHQIXDQQ\D GLDIXU GDIDP 3HUDIXUDQ 3HUXQGDQJ XQGDQIDQ IHUVHQGLLL
-LNDSXQ VHVHRUDQJ PHPLILNL KDN DIDV IDQDK \DQJ PHUXSDNDQ KDN PLIN

KDN DiDV WDQDK WHUVHEXI PHUXSDNDQ KDN \DQJ SDOLQJ VHPSXUQD GDQ WHUSHQXK

VLIDI GDQ NHZHQDQJDQQ\D GL EDQGLQJ GHQIDQ KDN KDN (DLQ \DQJ DGD GDQ

(¢{0)



EHUDNX VHVXDL GHQJDQ NHIHQIXDQ 3HUXQGDQJIDQ $JUDUD GL ,QGRQHVLD IHIDS
VDID DSDELD GLIHPXNDQ EHQGD SHQLQJJIDIDQ EHUVHIDUDK DIDXSXQ EDUDQJ EDUDQJ
IDPEDK GDQ EHQGD EHQGD EHUKDUJD (DLQQ\D ZDODXSXQ LIX GL GDODP HXEXK
EXPL EHUDGD IHSDI GL EDZDK KDN
+DN DIDV IDQDK DGDIDK KDN \DQJ GLEHULNDQ NHSDGD VHVHRUDQJ DIDX EDGDQ
KXNXP \DQJ PHUSXIL DIDV SHUPXNDDQ EXPL VDID  1DPXQ  KDN
PHPSHUJXQDNDQQ\D IDQDK  DGDIDK  KDN  \DQJ GLEHUNDQ ROHK 1LHJIDUD NHSDGD
%DGDQ +XNXP ,QGRQHVID GDQ (NVSORLIDVL VHUID SHQHILILDQ XQIXN PHQJIDPEL)
PDQIDDI HNRQRPL GDQ PDQIDDI PDQIDDI 0DLQQ\D GDUL DIDP ,QGRQHVLD  \DQJ
EHUIXIXDQ XQIXN NHSHQILQIDQ HNRQRPL \DQJ SDGD DNKLWQ\D EDIN 0DQJIVXQJ
DIDXSXQ ILGDN (DQJVXQJ DNDQ PHQVHIDKIHIDNDQ UDN\DI GDQ GHPL IHUZXIXGQN\D
NHPDNPXUDQ VHFDUD QDVIRQD) \DQJ PHZLD\DKL ~ KDNQ\D PHOLSXIL  IDQDK
IXEXK EXPL GDQUXDQJ DQINDVD ~ 3DVD0  DN\DI 8833 “+DN $IDV
7DQDK %HUVLIDI 7HIDS  -+DN DIDV IDQDK PHQXUXI 883% GLDIXU GDIDP 3DVD0  \DLIX
a. +DNPLIN +O
+DN OLOLN DGDODK KDN IXUXQ IHPXUXQ IHUNXDI GDQ IHUSHQXK \DQJ GDSDI
GLSXQ\DL RUDQJ DIDX EDGDQ KXNXP DIDV IDQDK GHQIDQ PHQJILQJIDN 1XQJVL VRVLD
%HUGDVDUNDQ 3DVD)  883% GL VHEXINDQ EDKZD VLIDI VLIDI +DN OLIN \DQJ
PHPEHGDNDQ GDQ KDN KDN 0DLQQ\D +DN OLON PHUXSDNDQ KDN \DQJ WHUNXDI

GDQ IHUSHQXK \DQJ GDSDIi GLSXQ\DL RUDQJ DIDV WIDQDK 3HPEHULDQ VLIDH LQL

4 =\DUD 5DGKLIH 2U\]D YHD 3DQGXDQ OHQJIXUXV 7DQDK GDQ 3HULJLQDQQND ZHJIDILIN <RINDNDUID
KDO
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ILGDN EHUDUIL EDKZD KDN WHUVHEXH PHUXSDNDQ KDN PXIODN fLGDN iHUEDIDV GDQ
ILGDN GDSDH GLIDQJIJIX IXIDI VHEDJIDL KDN HLIHQGRP VHSHUIL \DQJ  GLUXPXVNDQ
GDIDP 3DV _8+3HUGDID 6LIDI GHPLNLDQ EHUIHQIDQIDQ GHQJDQ VLIDN
KXNXP DD GDQ IXQJVL VRVLDO GDQ ILDSILDS KDN - DID NDID 3IHUNXDI GDQ
IHUSHQXK™  PHPSXQ\DL PDNVXG XQIXN PHPEHGDNDQ GHQIDQ KDN  JXQD
XVDKD  KDN  JXQD  EDQJXQDQ KDN SDNDL GDQ ODLQQ\D \DLIX XQIXN
PHQXQIXNNDQ EDKZD GLDQIDUD KDN KDN DIDV IDQDK \DQJ GDSDIl GLPLONL KDN
UQLLNODK  \DQJ IHUNXDI GDQ HHUSHQXK

ODND SHQJHUILDQ IHUNXDH VHSHUIL \DQJ GLUXPXVNDQ GDIDP  3DVD0

8+ 3HUGDID EHUDLQDQ GHQJIDQ \DQJ GLUXPXVNDQ GDIDP 3DV
883% +DN PLIN EHUGDVDUNDQ 3DVDO D\DI  DGDIDK KDN \DQJ
IXUXQ IHPXUXQ WHUNXDI GDQ HHUSHQXK \DQJ GDSDI GLSXQ\DL RUDQJ DIDV
IDQDK GHQJIDQ PHQJLQIDI NHIHQIXDQ 3DVDO  3DVD0  D\DI PHQ\DIDNDQ
KON PLIN GDSDI EHUDOLK GDQ GLDOLKNDQ NHSDGD SLKDN (DLQ  +D0 LQL
VHIDODQ ~ GHQJIDQ  GHILQLVL \DQJ GLEHUNDQ ~ %RHGL  +DWRQR  \DQJ
PHQGHILQLVINDQ  KDN PLIIN DGDIDK KDN IXUXQ GDQ PHPEHUL NHZHQDQJIDQ
XQIXN PHQJJIXQDNDQQ\D EDJL VHIDOD PDFDP NHSHUXDQ VHIDPD ZDNIX \DQJ

ILGDN WHUEDIDV VHSDQIDQJ ILGDN DGD 0DUDQJIDQ NKXVXV XQUXN LiX ®

® Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Ke-11, Jakarta: Djambatan KD0
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7XUXQ IHPXUXQ DUILQ\D KDN LiX GDSDW GLZDULVNDQ  EHUIXUXIXUXHi
EHUGDVDUNDQ GHUDNDWQ\D DHDX KDN LiX PHQIDGL ILDGD DIDX PHPRKRQ NHPEDIL
NHILND WHUIDGL SHUSLQGDKDQ 1IDQJDQ & 6HGDQJINDQ HHUNXDW DUILQ\D ?
-DQIND  ZDN#X PHPLOLNL KDN ILGDN WHUEDHDV
+DN \DQJ WHUGDIWDU GDQ DGDQ\D WDQGD EXNIL KDN 6HGDQJINDQ  WHUSHQXK
DUILQ\D
(a) +DN OLIN PHPEHUL ZHZHQDQJ NHSDGD \DQJ PHPSXQ\DL
SDOLQJ OXDV GLEDQGLQINDQ GHQJIDQ KDN \DQJ 0DLQ
(b) +DN OLIN PHUXSDNDQ LQGXN GDUL KDN KDN (0DLQ
(c) +DN OLN UGDN EHULQGXN SDGD KDN KDN \DQJ (DLQ
(d) =LOLKDW GDUL SHUXQWXNNDQQ\D +DN OLON ILGDN WHUEDIDV
Tentang sifat dari hak milik memang dibedakan dengan hak-hak
lain nya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 20 UUPA diatas.
Pemberian sifat initidak berarti bahwa hak itu merupakan hak mutlak
tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sifat demikian sangat
bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari setiap
hak. Kata-kata terkuatdan terpenuhi hanyalah dimaksudkan untuk
membedakan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakali,
dan lain-lain, yaitu untuk menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas

tanah yang dapat dipunyai orang, maka hak milik lah yang paling

6 $3 3DUILQGXQIDQ - RPHQIDU $IDV 8QGDQJ 8QGDQJ 3RNRN $JUDULD $IXPQL %DQGXQJ KD
7 (IIHQG\ 3HUDQJLQ +XNXP $JUDULD GL ,QGRQHVLD 6XDIX 7HIDDK GDUL 6XGXI 3DQGDQJ
3UDNILVL+XNXP 5DIID *UDILQGR 3HVDGD -DNDUID KDO

et



kuat dan terpenuh.®
Adapun yang dapat mempunyai hak milik menurut Pasal 21 UUPA,
yaitu:
-DUJD 1HJIDUD ,QGRQHVLD GDIDP KDO LQL W.GDN GLEHGDNDQ DQWDUD
ZDUJD QHJIDUD \DQJ DVOL GHQJIDQ \DQJ NHIXUXQDQ DVLQJ
%DGDQ EDGDQ KXNXP \DQJ GLIHIDSNDQ ROHK SHPHULQIDK VHEDJDLPDQD
GLDIXU  GDODP 3HUDKXUDQ 3HPHULQIDK 1RPRU 7DKXQ #HQIDQJ
3HQXQUXNNDQ %DGDQ EDGDQ +XNXP \DQJ GDSDI PHPSXQ\DL +DN OL0LN
DIV 7DQDK  DQIDUD (DLQ
a) %DQN EDQN \DQJ GLGLUINDQ ROHK QHJDUD
b) 3HUNXPSX0DQ SHUNXPSX0DQ - RSHUDVL 3HUIDQLDQ \DQJ GLGLULNDQ
EHUGDVDUNDQ 8QGDQJBQGDQJ 1RPRU  7DKXQ
c) %DGDQ EDGDQ -HDJDPDDQ \DQJ GLIXQIXN ROHK OHQIHIL 3HUIDQLDQ
DIDX $JUDULD VHIHIDK PHQGHQJDU OHQIHIL $JDPD
d) %DGDQ EDGDQ VRVLDO \DQJ GLIXQWXN ROHK OHQIHUL 3HUIDQLDQ  DIDX
$JIUDULD  VHIHIDK  PHQGHQJDU OHQIHUL 6RVLD0 -+DN PLOLN GDSDI
KDSXV NDUHQD EHEHUDSD DODVDQ KDO LQL VHEDJDLPDQD GLIHJIDVNDQ
GDODP  3DVDO 883% \DUIX 7DQDKQ\D HDIXK NHSDGD QHJDUD
(1) -DUHQD SHQFDEXIDQ KDN EHUGDVDUNDQ SDVDO XQUXN

NHSHQILQIDQ XPXP

8 % _DUIDVDSRHIUD GNN +XNXP 7DQDK -DPLQDQ EDJL - HEHUKDVLODQ 3HQGD\DJXQDDQ
7DQDK 37 SLQHND &LSHD -DNDUID KDO
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(2) - DUHQD SHQ\HUDKDQ GHQIDQ VXNDUHID ROHK SHPLINQ\D

(3) - DUHQD GLIHUODQIDUNDQ

(4) -DUHQD NHIHQIXDQ SDVD0 ~ D\DI GDQ  D\DI¥  E

7DQDKQ\D PXVQDK
b. +DN *XQD 8VDKD

+DN *XQD 8VDKD DIDX +*8 GLDIXU GDIDP 3DVDI D\DII
8835 \DQJ EHUEXQ\.  +DN *XQD 8VDKD DGDIDK KDN XQIXN
PHQJXVDKDNDQ IDQDK \DQJ GLNXDVDL (DQJIVXQJ ROHK QHIDUD GDODPIDQIND
ZDNIX VHEDJDL PDQD HWHEXY GDODP SDVD0  JXQD SHUXVDKDDQ SHUIDQLDQ
SHUNDQDQ DIDX SHIHUQDNDQ %HUDLQDQ  GHQIDQ KDN  PLIN  IXUXDQ
SHQJIXQDDQ IDQDK \DQJ GLSXQ\DL GHQJIDQ KDN JXQD XVDKD LiX UHUEDIDV
\DLIX SDGD XVDKD SHUIDQLDQ SHUINDQDQ GDQ SHIHUQDNDQ  +DN  JXQD  XVDKD
1QL KDQ\D GDSDI GLEHUNDQ ROHK LHJIDUD °
%HUGDVDUNDQ 3DVD)  883%  KDN JXQD XVDKDGDSDI  GLSXQNDL  ROHK
(@) zDUJD 1HJIDWD ,QGRQHVLD
(b) %DGDQ KXNXP \DQJ GLGLUNDQ PHQXUXI KXNXP ,QGRQHVLD ~ GDQ

EHUNHGXGXNDQ GL ,QGRQHVLD
6HPHQIDUD LIX GDODP 3DVD0  GLIHQIXNDQ EDKZD IDQIND ZDNIX KDN
JXQD XVDKD DGDIDK VHODPD 7DKXQ  DIDX 7DKXQ GDQ  DIDV
SHUPRKRQDQ SHPHKDQJ KDN GDSDH GLSHUSDQIDQJ SDOLQJ (DPD IDKXQ

-HPXGLDQ +DN *XQD 8VDKD IIXJD GDSDIi WHUKDSXV +DSXVQ\D +DN *XQD

9 (1IHQG\ 3HUDQJLQ RS FLI KDO
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8VDKD GLVHEDENDQ GLNDUHQDNDQ
(a) -DQIND ZDNIX EHUDNKL
(b) ™ LKHQILNDQ VHEHOXP  iDQJIND  ZDNIXQN\D EHUDNKLU NDUHQD VHVXDIX VADUDI
ILGDN IHUSHQXKL +DN 3DNDL
(C) ™ LOHSDVNDQ ROHK SHPHJIDQJ KDNQ\D VHEHOXP IDQIND ZDNIXQ\D EHUDNKLY
(d) ™ LFDEXI XQIXN - HSHQILQIDQ 8PXP
(€) ™ LIHUDQIDUNDQ
(f) 7DQDKQ\D OXVQDK
(g) -HIHQIXDQ =DIDP 3DVD0  D\DI
c. +DN *XQD %DQIXQDQ

%HUGDVDUNDQ 3DVD) 88 1RPRU  7DKXQ KDN JXQD EDQJIXQDQ
DGDIDK KDN XQIXN PHQGLUNDQ GDQ PHPSXQ\DL EDQJXQDQ EDQJIXQDQ DIDV
IDQDK \DQJ EXNDQ PLILNQ\D VHQGLUL GHQJDQ IDQJIND ZDNIX SDILQJ 0DPD ILID
SXOXK IDKXQ \DQJ ELOD GLSHUOXNDQ GDSDIl GLSHUSDQNDQJ (DJL GXD SXOXK IDKXQ
0DV KDN \DQJ GDSDI GLIXQDNDQ PHQXUXI 3DVD) 33 1RPRU  7DKXQ
DGDODK IDQDK QHJDUD IDQDK KDN SHQJHORIDDQ DIDX IDQDK KDN PLOLN

d. +DN 6HZD

300 D\DI 88 1RPRU  7DKXQ GLVHEXINDQ EDKZD
VHVHRUDQJ DIDX VXDIX EDGDQ KXNXP PHPSXQ\DL KDN VHZD DIDV IDQDK DSDELID
LD EHUKDN PHPSHUJXQDNDQ IDQDK PLIN RUDQJ ODLQ XQIXN NHSHUXDQ
EDQJIXQDQ GHQJDQ PHPED\DU NHSDGD SHPLIINQ\D VHIXPODK XDQJ VHEDJDL

VHZD =+DN DIDV IDQDK \DQJ GDSDI GLYHZDNDQ NHSDGD SLKDN 0DLQ DGDODK KDN

GC



%

PLIN GDQ RENHN \DQJ GLVHZDNDQ ROHK SHPLON IDQDK NHSDGD SLKDN 0DLQ
SHPHJIDQJ KDN VHZD XQIXN EDQIXQDQ DGDIDK IDQDK EXNDQ EDQIXQDQ ~
+DN OHPEXND 7DQDK GDQ +DN OHPXQJXIl +DVL) +XIDQ

+DN OHQXUXI 3DVD0 88 1RPRU  7DKXQ KON PHPEXND
IDQDK GDQ KDN PHPXQJX!I KDVL0 KXIDQ KDQ\D GDSDI GLSXQ\DL ROHK ZDUJD
QHJIDUD ,QGRQHVLD GDQ GLDIXU GHQIDQ 3HUDIXUDQ 3HPHULQIDK
+DN KDN (DLQ

+DN KDN \DQJ IHUPDVXN GDIDP KDN KDN HUHEXH GLDIDV \DQJ DNDQ
GLIHIDSNDQ GHQJDQ XQGDQJ XQGDQJ VHUID KDN KDN \DQJ VLIDIQ\D VHPHQIDUD
VHEDJDLPDQD \DQJ GLVHEXINDQ GDODP 3DVD0 88 1RPRU  7DKXQ
2UDQJ \DQJ GDSDIl PHPSXQ\DL KDN DIDV IDQDK DGDIDK \DQJ GDSDI PHPSXQ\DL
KXEXQJDQ \DQJ VHSHQXKQ\D GHQJDQ IDQDK GHQJDQ NDID 0DLQ \DQJ GDSDI
PHPSXQ\DL KDN DIDV IDQDK VHFDUD SHQXK GDQ 0XDV VHPXD PDFDP KDN' DGDIDK
=DUJD 1HJIDUD ,QGRQHVLD EDLN ODNL ODNL PDXSXQ SHUHPSXDQ \DNQL XQIXN
PHQGDSDI PDQIDDI GDQ KDVLOQ\D EDIN EDJL GLULQ\D VHQGLL PDXSXQ

NHOXDUJDQ\D

GHUILILNDW 7DQDK *DQGD

%HUGDVDUNDQ 883% ILGDN SHUQDK GLVHEXINDQ VHUILILNDH IDQDK QDPXQ VHSHUIL

\DQJ GLIXPSDL GDODP 3DVD0 ~ D\DIl  KXUXI F DGD GLVHEXINDQ VXUDII iDQGD EXNIIL KDN
%HUGDVDUNDQ SHQJHUILDQ VHKDUL KDUL VXUDI WDQGD EXNIL KDN LQL VHULQJ GLIDIVLUNDQ
VHEDJDL VHUILILNDI WDQDK  7HUPLQRORJL VHUILILNDW JDQGD PHPDQJ WLGDN GLIHPXNDQ

GDIDP NDPXV KXNXP  GHUILILNDI JDQGD PHUXSDNDQ NDOLPDH \DQJ GLDUILNDQ VHFDUD
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NRQRIDILI GDQ VHFDUD XPXP GLDUILNDQ VHEDJDL VDIX ELGDQJ IDQDK PHPSXQ\DL GXD
DIDX LD VHUILILNDI GHQJDQ QDPD \DQJ EHUEHGD GHUILILNDI IDQDK GDIDP SUDNILN ILGDN
IDUDQJ GLIXPSDL JDQGD GDIDP DUIL VHEXDK VHUILILNDH \DQJ GLNHOXDUNDQ ROHK %DGDQ
3HUIDQDKDQ LDVLRQDO %31 FT _HSDID - DQIRU 3HUIDQDKDQ . DEXSDIHQ - RID DDV
QDPD GXD SHPLIN DIDX (HELK QDPD DIDX LGHQILIDV \DQJ EHUEHGD IHIDSL RENHN
IDQDKQ\D VDPD SNLEDIQ\D VHIDLQ PHQLPEXOINDQ NHILGDNSDVILDQ ~PHQJHQDL
NHSHPLOLNDQ \DQJ VDK IiXJD EHUSRIHQVL PHQLPEXINDQ VHQJINHID KXNXP DQIDU SDUD
SHQHJIDN KDN VHVXDL VHUILILNDI \DQJ GLSHIDQJ 20

OHQXUXI S0 SFKPDG &KRPJDK VHUILILNDI JDQGD GLDUILNDQ VHEDJIDL VHUILILNDI
VHUILILNDI \DQJ PHQJXUDLNDQ VDIX ELGDQJ IDQDK \DQJ VDPD 1 ODND GHQJDQ GHPLNLDQ
VDIX ELGDQJ IDQDK GLXUDINDQ GHQIDQ ~ GXD  VHUILILNDI DIDX OHELK \DQJ EHUIDLQDQ
GDIDQ\D +D0 LQL ELDVDQ\D GLVHEX! SX0D GHQIDQ VHUILILNDI IXPSDQJ ILQGLK EDLN
IXPSDQJ ILQGLK VHOXUXK ELGDQJ PDXSXQ IXPSDQJ WLQGLK VHEDJILDQ GDULSDGD IDQDK
IHUHEXH GHUILILNDI JDQGD DGDIDK NHIDGLDQ VHELGDQJ IDQDK PHPLOLNL  VHUILILNDH IDQDK
\DQJ GLPLOINL RIHK  RUDQJ \DQJ EHUEHGD 2 6HFDUD SULQULS VHILDS ELGDQJ DQDK
PHPLOLNL SRVLVL \DQJ IXQJJD0 GL EHIDKDQ EXPL LQL 7LGDN DGD  ELGDQJ IDQDK \DQJ
PHPLONL SRVLVL \DQJ VDPD "HQJDQ GHPLNLDQ VHILDS ELGDQJ DQDK \DQJ WHIDK

EHUVHUILILNDI DWDX WHUGDIWDU GL %DGDQ 3HUIDQDKDQ 21DVLRQDO %321  VHKDUXVQ\D

0 %1 * XD - HIDKDIDQ GHUILILNDH 7DQDK *DQGD  GDIDP 3HUVSHNILI ORGXV $NLEDI
+XNXP GDQ 6ROXVL - ULILV 3HQ\HOHVDLDQ ODVDIDK  ODIDQJ SQLYHUIVLIDV %UDZLID\D 3UHW 8% 3UHW
KDO

1 L $FKPDG &KRP]DK +XNXP 3HUIDQDKDQ 3HPEHULDQ +DN $IDV 7DQDK 1HIDUD
GHUILSLNDI GDQ 3HUPDVDIDKDQ 3UHVIDVL 3XVIDND -DNDUID KDO

12 4 DGIRQ O 3KLILSXV 3HUOLQGXQJIDQ +XNXP %DJL SDN\DI GL ,QGRQHVLD GHEXDK BIXGL 7HQIDQJ
3ULQVLS SULQVLSQ\D 3HQDQJIDQDQ\D ROHK 3HQJIDGLDQ =DIDP /LQINXQJIDQ 3HUDGLDQ 8PXP GDQ
3HPEHQIXNDQ 3HUDGLIDQ $GPLOLWILDVL 1HIDUD  %LQD ,0PX GXUDED\D KDO
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PHQGDSDINDQ SHUOLQGXQJDQ WHUKDGDS SHQGDIIDUDQ \DQJ VDPD DIDV ELGDQJ IDQDK
IHUVHEXII

BHUILILNDI JDQGD DIIDV IDQDK DGDODK VHUILILNDI \DQJ GLIHUELINDQ ROHK %31 \DQJ
DNLEDI DGDQ\D NHVDODKDQ SHQGDIDDQ SDGD VDD PHIDNXNDQ SHQIXNXUDQ GDQ SHPHIDDQ
SDGD IDQDK  VHKLQJJID IHUELIODK VHUILILNDI IDQGD \DQJ EHUGDPSDN SDGD SHQGXGXNDQ
IDQDK VHFDUD NHVHOXUXKDQ DIDXSXQ VHEDJDLPDQD IDQDK PLOLN RUDQJ 0DLQ $SDELID
GLILQUDX GDUL SHQJHUILDQ VHUILILNDH LiX VHQGLUL PDND VHUILILNDI DGDODK IDQGD EXNIL
KDNDIDV IDQDK \DQJ GLNHOXDUNDQ ROHK SHPHULQIDK GDIDP UDQIND SHQ\HOHQJJIDUDDQ
SHQGDINDUDQ IDQDK PHQXUXI NHIHQIXDQ SHUDIXUDQ GDQ SHUXQGDQJ XQGDQJDQ 3 3DGD
NHQ\DIDDQQ\D EDKZD VHVHRUDQJ DIIDX VXDIX EDGDQ KXNXP PHQJXDVDL VHFDUD ILVLN GDQ
PHQJJXQDNDQ IDQDK \DQJ EHUDQJINXIDQ ILGDN VHUID PHUID 0DQJVXQJ PHPEXNILNDQ
EDKZD LD PHPSXQ\DL KDN DIDV IDQDK \DQJ GLPDNVXG SGDQN\D VXUDI VXUDI IXD0 EHOL
EHOXP IHQIX PHPEXNILNDQ EDKZD \DQJ PHPEHIL EHQDU EHQDU PHPSXQ\DL KDN DIDV
IDQDK \DQJ GL EHILQ\D $5SDODJL ILGDN DGD EXNIL RIHQILN EDKZD \DQJ PHQIXD) PHPDQJ
EHUKDN DIDV IDQDK \DQJ GLIXDOQ\D = DIDP NRQIHNV LQLIDK IHUIDGL SHQGXGXNDQ IDQDK
VHFDUD ILGDN VDK PHODOXL DODIl EXNIL EHUXSD GRNXPHQ VHUILILNDI \DQJ EHOXP GDSDI
GLIDPLQ NHSDVILDQ KXNXPQ\D

%HUGDVDUNDQ SHQGDSDI GLDIDV PDND GDSDI GLNDIDNDQ EDKZD VHUILILNDI JDQGD
DGDODK VXUDH NHIHUDQJIDQ NHSHPLOLNDQ \DQJ GLSHUROHK EDLN VHFDUD VDK DIDXSXQ ILGDN
VDK \DQJ VHZDNIX ZDNIX GDSDI PHQLPEXONDQ VXDIX DNLEDN KXNXP VHQJINHID EDJL

VXEIHN KDN PDXSXQ REIHN KDN  GHUILILNDI JDQGD DGDODK VXUDII EXNIL NHSHPLOLNLDQ KDN

13 $0L $KPDG &KRPD]DK GHUILILNDY GDQ 3HUPDVDODKDQQ\D GDQ 6HUL +XNXP 3HUIDQDKDQ
3UHVIDVL 3XVIDND 3XEOLVKHU -DNDUID KDO
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DIDV WDQDK \DQJ GLIHUELINDQ OHPEDJD KXNXP %31 \DQJ IIHUGLUL GLDIDV VDWX RENHN
KDN \DQJ EHUILQGLK DQIDUD VDX RENHN IIDQDK VHEDJLDQ DIDX NHVHOXUXKDQ \DQJ GDSDIi
WHUIDGL VXDIX DNLEDI KXNXP = DODP NRQWHNV LQLODK IIHUKDGL SHQGXGXNDQ WDQDK VHFDUD
ILGDN VDK PHODOXL DODW EXNHL EHUXSD GRNXPHQ VHUILILNDI \DQJ EHOXP GDSDW GLIDPLQ
NHSDVILDQ KXNXPQ\D GHUILILNDI *DQGD LQL WHUIDGL NDUHQD VHUILILNDW WHUVHEXH WLGDN
GLSHIDNDQ GDIDP SHID SHQGDINDUDQ IIDQDK DIDX SHID VLIXDVL GDHUDK WHUVHEXH $SDELOD
SHID SHQGDHIDUDQ IDQDK DIDX SHID VLIXDVL SDGD VHILDS - DQIRU 3HUIDQDKDQ GLEXDI GDQ
DIDX GLIDPEDU VLIXDVL VXUDI XNXU GLEXDW GDODP SHID PDND NHPXQJNLQDQ WHUIDGLQ\D
VHUILSLNDII JDQGD DNDQ NHFLO VHNDOL 3HPEDKDVDQ GHILQLVL PHQJHQDL VHUILILNDY JDQGD
VHEDJDLPDQD WHODK GLXUDLNDQ GLDIDV EDKZD \DQJ PHQGDVDUL VHKLQJJD IHUIDGLQ\D
VHUILILNDW  JDQGD DGDODK DNLEDW GDUL NHVDODKDQ SHQFDIDIDQ SDGD VDD SHIXJDV
PHIDNXNDQ SHQJIXNXUDQ GDQ SHUSHIDDQ DGDSXQ KDO VHUXSD VHEDJDLPDQD GLVHEXINDQ
6XJLDUIR PHQJDIDNDQ EDKZD VHUILILNDI JDQGD DGDODK VHUILILNDI \DQJ GLIHUELINDQ OHELK
GDUL VDX SDGD VDX ELGDQJ IIDQDK ROHK - DQWRU 3HWIDQDKDQ VHKLQJJD PHQJDNLEDINDQ
DGD NHSHPLOLNDQ ELGDQJ #DQDK KDN \DQJ VDOLQJ EHUILQGLK VHOXUXKQ\D DIDX
VHEDJLDQ 4

OHQXUXI $0L $FKPDG &KRP]DK GDIDP EXNXQ\D \DQJ LGDN iHUPDVXN GDIDP
NDIHJIRUL VHUILILNDI JDQGD \DLIX
a. GHUILILNDH \DQJ GLIHUELINDQ VHEDJDL SHQJJDQIL VHUILSLNDH \DQJ KLODQJ
b.  GHUILILNDI \DQJ GLYHUELINDQ VHEDJIDL SHQJJIDQHL VHUILSLNDI \DQJ UXVDN

C.  GHUILILNDI \DQJ GLIHUELINDQ VHEDJDL SHQJJDQIL VHUILSLNDII \DQJ GLEDIDONDQ

14 $GULDQ BXIHGL 3HUDILKDQ +DN $IDV 7DQDK GDQ 3HQGDINDUDQ 6LQDU *UDILND -DNDUID 7LPXU
KDO
15 $0L $KPDG &KRPD]DK 2S FLI KDO
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+D0 IHWHEX! GLNDUHQDNDQ VHUILILNDI VHUILILNDI \DQJ GLPDNVXG \DQJ KLIDQJ UXVDN
DIDX GLEDIDONDQ HODK GLQ\DIDNDQ GDQ ILGDN EHUIDNX VHEDJDL IDQGD EXNIL GHUILILND
JDQGD XPXPQ\D IHUIDGL SDGD IDQDK \DQJ PDVLK NRVRQJ DIDX EHIXP GLEDQJXQ
OXFX0Q\D VHUILILNDI JDQGD GLVHEDENDQ ROHK EHEHUDSD KDO VHEDJIDL EHULNXII 6
D GHZDNIX GLDNXNDQ SHQIXNXUDQ DIDX SHQHOLILDQ GLIDSDQJIDQ SHPRKRQ GHQJIDQ
VHQJDID DIDX ILGDN VHQIDID PHQXQUIXNNDQ OHIDN IDQDK GDQ EDIDV IDQDK \DQJ VDODK
E $GDQ\D VXUDI EXNIL DIDX SHQJDNXDQ KDN \DQJ IHUQ\DID IHUEXNIL PHQIDQGXQJ
NHILGDN EHQDUDQ NHSDOVXDQ DIDX ILGDN EHUODNX 0DJL
F 8QIXN ZLD\DK \DQJ EHUDQJINXIDQ EHOXP IHUVHGLD SHID SHQGDIIDUDQ IDQDKQND
%DKZD VHUILILNDY JDQGD DGDODK VXUDH NHIHUDQJIDQ NHSHPLILNDQ \DQJ GLSHURIHK EDLN
VHFDUD VDK DIDXSXQ ILGDN VDK \DQJ VHZDNIX ZDNIX GDSDI PHQLPEXONDQ VXDIX DNLEDH
KXNXP  VHQINHID EDJL VXEIHN KDN PDXSXQ REWHN KDN D0 LQL VHUILILNDI JDQGD
DGDODK VXUDI EXNIL NHSHPLOLNDQ KDN DIDV #DQDK \DQJ GLIHUELINDQ ROHK OHPEDJD
KXNXP %31 \DQJ IHUELI GLDIDV VDIX REJHN KDN \DQJ EHUILQGLK DQIDUD VDIX RENHN

IIDQDK VHEDJLDQ DIDX NHVHOXUXKDQ \DQJ GDSDI WHUIDGL VXDIIX DNLEDI KXNXP 7

& 3HQ\HHVDLDQ 6HQJINHID 7DQDK
BHQJINHID DGDODK VXDIX VLIXDVL GLPDQD DGD SLKDN \DQJ PHUDVD GLUXJLNDQ ROHK
SLKDN 0DLQ \DQJ NHPXGLDQ SLKDN IHWHEX PHQ\DPSDLNDQ NHILGDNSXDVDQ LQL NHSDGD
SLKDN NHGXD -LND VLIXDVL PHQXQIXNNDQ SHUEHGDDQ SHQGDSDI PDND IHUIDGL 0DK DSD

\DQJ GLQDPDNDQ GHQJDQ VHQJNHID OHQXUXII NRQUHNV KXNXP NKXVXVQ\D KXNXP

16 GXSUDQRZR 3GHUILILNDI GDQ 3HUPDVDIDKDQQ\D™ 6HPLQDU 1DVLRQDO . HIXQDDQ GHUILILNDH GDQ
3HUPDVDIDKDQQ\D <RJ\DNDUID ~ -X0L KDO
17 8IS BDQIRVR 3HUROHK +DN SBIDV 7DQDK - HQFDQD %DQGXQJ KDO
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NRQIUDN \DQJ GLPDNVXG GHQJDQ VHQINHID DGDODK SHUVHOLVLKDQ \DQJ IHUIDGL DQIDUD
SDUD SLKDN NDUHQD DGDQ\D SHIDQJJIDUDQ IHUKDGDS NHVHSDNDIDQ \DQJ iHIDK GLIXDQJINDQ
GDIDP VXDIX NRQIDN EDIN VHEDJLDQ PDXSXQ NHVHIXUXKDQ ~BHQINHID IDQDK
EHUGDVDUNDQ 3DVD0 D\DIl SHUND %31 1R  7DKXQ VHODQUXIQ\D  GLVHEXI
VHQINHID ~ DGDODK VHQJINHID IDQDK DQIDUD RUDQJ SULEDGL EDGDQ KXNXP DIDX
OHPEDJD \DQJ ILGDN PHQLPEXONDQ DNLEDII \DQJ EHUDUIL 8 _ RQIOLN NHSHQILQIDQ DIDV
IDQDK PHQLPEXONDQ VHQINHID DQDK 3HUEDLND SHQJJIXQDDQ GDQ SHQIHIRIDDQ IDQDK
GLSHUOXNDQ XQIXN NHVHIDKIHUDDQ PDVNDUDNDI GDQ VIDELOLIDY KXNXP 19 %LvD GLNDIDNDQ
IHODK IHWIDGL ZDQSUHVIDVL ROHK SLKDN SLKDN DIDX VDODK VDIiX SLKDN

3HQ\HOHVDLDQ VHQJINHID DGDIDK VXDIX SHQ\HOHVDLDQ SHUNDUD \DQJ GLODNXNDQ
DQIDUD VDODK VDIX SLKDN GHQJDQ SLKDN \DQJ 0DLQQ\D 3HQ\HCHVDLDQ VHQJINHID IHUGLLL
GDUL GXD FDUD \DLIX PHODOXL OLILIDVL SHQJDGLODQ GDQ QRQ OLILIDVL 0XDU SHQIDGLODQ
3URVHV SHQNHOHVDLDQ ~ VHQINHID ~ PHIDOXL (OLILJDVL  PHUXSDNDQ  VDUDQD WHUDNKLU
XOLPXP UHPLGLXP EDJL SDUD SLKDN \DQJ EHUVHQINHID VHIHIDK SURVHV SHQ\HOHVDLDQ
PHIDOXL QRQ OLILIDVL ILGDN PHPEXDKNDQ KDVL)

B6HQINHID IDQDK DGDODK NRQIOLN DIDX SHUVHOLVLKDQ \DQJ ILPEX) DQIDUD SLKDN
SLKDN \DQJ EHUNHSHQILQJIDQ IHUNDLI GHQJIDQ KDN DIDV IDQDK 3HQ\HEDE YHQINHID IDQDK
GDSDI EHUYDULDVL IHUPDVXN NHILGDNIHODVDQ EDIDV IDQDK SHUVHOLVLKDQ NHSHPLOLNDQ
SHUXEDKDQ VIDIXV IDQDK GDQ 0DLQ VHEDIDLQ\D 3HQ\HOHVDLDQ VHQINHID IDQDK XPXPQ\D

GLODNXNDQ PHODOXL SURVHV KXNXP DFDUD SHUGDID \DQJ PHOLSXIL JXJDIDQ SHUVLGDQJDQ

GDQ SXIXVDQ SHQIDGLIDQ

18 6UL ODKDUGLND Hil DO 3HQ\HOHVDLDQ 6HQJINHID 7DQDK OHODOXL OHGLDVL 1RQ /ZLILIDVL 9R0
1R  -XUQD0 SHFKIHQ KDO

19 3XiX "LYD 6XNPDZDIL Hil D) +XNXP $JUDULD *DIDP 3HQ\HOHVDLDQ 6HQJINHID 7DQDK "L

,QGRQHVID OR0 1R -XUQDD ,0PX +XNXP 6XL *HQHULV KD(
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3HUDIXUDQ OHQIHUL $JUDUD GDQ 7DID 5XDQJ - HSDID %DGDQ 3HUIDQDKDQ
1DVIRQD0 1RPRU  7DKXQ IHQIDQJ 3HQDQJIDQDQ GDQ 3HQNHIHVDLDQ 3HUNDUD
3HUIDQDKDQ PHQJDIXU IHQIDQJ SHQ\HOHVDLDQ VHQINHID SHUIDQDKDQ OHQXUXI XQGDQJ
XQGDQJ SHUNDUD SHUIDQDKDQ DGDODK SHUVHILVLKDQ NRQIOLN DIDX SHUVHOLVLKDQ DIDV
IDQDK \DQJ GLODSRUNDQ NHSDGD - HPHQIHULDQ SJUDUD GDQ 7DID 5XDQJ %DGDQ
3HUIDQDKDQ LDVLRQDO NDQIRU ZLD\DK %DGDQ 3HUIDQDKDQ LDVLRQDO GDQ NDQIRU
SHUIDQDKDQ VHVXDL GHQJDQ NHZHQDQIDQQND XQIXN SHQDQIDQDQ GDQ SHQ\HOHVDLDQQND
VHVXDL GHQJDQ NHIHQIXDQ SHUDIXUDQ SHUXQGDQJ XQGDQJIDQ BHQINHID IDQDK VHQGLUL
GLEDJL PHQIDGL ILJID NODVLILNDVL \DLIX
D . DVXVEHUDI PHILEDINDQ EDQ\DN SLKDN GDSDII GLDQJJDS VHULXV NLND DVSHN
KXNXPQ\D FXNXS NRPSOHNV GDQ DIDX EHUSRIHQVL PHQLPEXONDQ PDVDODK
VRVLD) HNRQRPL SROLILN GDQ NHDPDQDQ
E_DVXV VHGDQJ SLKDN GLPHQVL KXNXP GDQ DIDX DGPLQLIUDVLQ\D FXNXS
JHODV LND GLIHIDSNDQ SHQ\HOHVDLDQQ\D PHIDOXL SHQGHNDIDQ KXNXP GDQ
DGPLQLVIUDVL ILGDN PHQLPEXONDQ JHIDID VRVLD) HNRQRPL SROLILN GDQ
NHDPDQDQ
F_DVXV ULQIDQ SHQJIDGXDQ DIDX SHUPRKRQDQ SHIXQUIXN \DQJ PHPLINL
VLIDI IHNQLY DGPLQLVIUDILYH GDQ SHQ\HOHVDLDQQ\D FXNXS GHQJDQ VXUDI
SHIXQIXN SHUEDQGLQJDQ NH SHPRKRQ GDQ SHQJIDGX 20
3URVHV SHQ\HOHVDLDQ VHQJNHID \DQJ GLODNVDQDNDQ PHIDOXL SHQIDGLIDQ DIDX

\DQJ VHULQJ GLVHEXII GHQJDQ LVILODK 30LILIDVL™ \DLIX VXDIIX SHQ\HOHVDLDQ VHQJNHID \DQJ

20 3xiX =LYD 6XNPDZDIL HIi D0 2S FUI +D0
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GLODNVDQDNDQ GHQIDQ SURVHV EHUDFDUD GL SHQJDGLODQ GL PDQD NHZHQDQJIDQ XQIXN
PHQJDIXU GDQ PHPXIXYNDQQ\D GLIDNVDQDNDQ RIHK KDNLP /LILIDVL PHUXSDNDQ SURVHV
SHQ\HOHVDLDQ VHQINHID GL SHQJDGLODQ GL PDQD VHPXD SLKDN \DQJ EHUVHQJINHID VDOLQJ
EHUKDGDSDQ VDIIX VDPD 0DLQ XQIXN PHPSHUIDKDQNDQ KDN KDNQ\D GL PXND SHQJDGLIDQ
+DVL0 DNKLU GDUL VXDIX SHQ\HOHVDLDQ VHQJINHID PHIDOXL OLILIDVL DGDODK SXIXVDQ \DQJ
PHQ\DIDNDQ ZLQ 0RVH VRIXILRQ

3URVHGXU GDODP IDOXU OULIDVL LQL VLIDIQ\D OHELK IRUPDO GDQ HHNQLY
PHQJKDVLINDQ NHVHSDNDIDQ \DQJ EHUVLIDI PHQDQJ NDIDK FHQGHUXQJ PHQLPEXINDQ
PDVDIDK EDUX ODPEDI GDIDP SHQ\HHVDLDQQ\D PHPEXIXKNDQ ELD\D \DQJ PDKD0
ILGDN UHVSRQVLI GDQ PHQLPEXINDQ SHUPXVXKDQ GLDQIDUD SDUD SLKDN \DQJ
EHUVHQINHID - RQGLVL LQL PHQ\HEDENDQ PDVADUDNDI PHQFDUL DOIHUQDILI (DLQ \DLIX
SHQ\HOHVDLDQ VHQJNHID GL 0XDU SURVHV SHUDGLODQ IRUPDO 3HQ\HOHVDLDQ VHQJINHID GL
OXDU SURVHV SHUDGLODQ IRUPDO LQL \DQJ GLVHEXI GHQJDQ 3SUHUQDILYH =LVSXIH

5HVROXILRQ™ DIDX $* 5
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Alisiza Nur
Aziyah
Tahun 2021

Penyelesaian
Terhadap
Sertifikat
Tanah Ganda
Di Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Grobogan

1. Faktor-faktor
apa saja yang
menjadi
penyebab
terbitnya
sertifikat tanah
ganda di Kantor
Pertanahan
Kabupaten

Grobogan?

2. Bagaimana
penyelesaian
terhadap
sertifikat tanah
ganda di Kantor
Pertanahan
Kabupaten

Grobogan?

Faktor-faktor penyebab
timbulnya seryipikat tanah
ganda  vyaitu Kesalahan
pemilik tanah, karena tidak
merawat tanahnya dengan
baik dan menggunakannya
tidak

sehingga akhirnya

dengan cara Yyang
efisien,
diambil alih oleh orang lain
dan kemudian digunakan oleh
orang lain yang merasa tidak

ada pemilik atau pemiliknya,

batas-batas  tanah  tidak
dipelihara  dengan  baik,
pemilik tanah tidak

mengetahui secara tepat letak
tanahnya, Adanya sengketa
warisan, Pengakuan
kepemilikan yang dilandasi
penemuan surat-surat lama,
proses terbitnya sertifikat
tanah yang tidak sempurna,
pelaksanaan pengukuran yang
dilakukan

ketentuan

mengabaikan

yang
ketidaktelitian dan ketidak

berlaku,

cermatan petugas pertanahan
dalam melakukan pengecekan
dan penelitian terhadap tanah

yang dimohonkan, adanya
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kesengajaan atau itikad tidak
baik dari pemohon, serta dari
faktor emerintah setempat
yaitu kelurahan atau desa
terkadang tidak mempunyai
data mengenai tanah- tanah
yang sudah disertifikatkan
dan sudah ada penguasaannya
atau data yang tidak valid..
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Andhini
Septiana, Ery
Agus
Priyono,
Mira Novana
Ardani,

Islamiyati

Analisis
Putusan  No.
88/Pdt.G/202
1/PN  Jember
Tentang
Kewajiban
Tergugat
Terhadap
Perbuatan
Melawan
Hukum Pada
Penggunaan
Tanah
Bersertifikat
Ganda

1.Apakah
faktor-
faktor yang
dapat
menyebabk
an
timbulnya
Sertifikat
Ganda Hak
Atas Tanah
di Kota

Jambi?

2.Bagaimana
penyelesaia
n perkara
sengketa
tanah

bersertifika

t ganda di
lingkungan
hukum
Pengadilan
Negeri
Jambi

Bahwa rangkaian tindakan

yang
sebagai perbuatan melawan

tergugat dianggap
hukum, masa sesuai dengan
unsur akhir pada Pasal 1365
KUHPerdata menimbulkan
akibat hukum pada para
untuk

tergugat secara

bersama-sama  melakukan
ganti rugi. Bentuk ganti rugi
uang sesuai dengan kerugian
nyata yang diterima pihak
lain, di mana pihak lain
tidak

melakukan penguasaan atas

menjadi dapat
tanahnya. Kewajiban yang
dibebankan pada tergugat,
terutama Tergugat IV yakni

pengembalian mengarah
kepada keadaan semula
dengan mengembalikan
seluruh  sertifikat ganda
kepada pihak Badan

Pertanahan Kota Jambi serta
mengembalikan tanah milik
penggugat
seluas 1.825 m2 ( seribu

yang diambil

delapan ratus dua puluh lima
meter persegi) atau dengan

cara membeli tanah milik
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penggugat  secara  sah

terhadap tanah yang telah

diambil dengan
membayarkan sejumlah
Rp192.500.000,00.  Ganti
rugi lainnya berupa

pernyataan Majelis Hakim
bahwa  tindakan Para
Tergugat secara sah
dipandang sebagai

Perbuatan Melawan Hukum.

Muham
mad
Aminull
ah

Penyelesaian
Perkara

Sengketa Tanah

Bersertifikat
Ganda Di
Lingkungan
Hukum
Pengadilan

Negeri Jambi

. Apakah

penguasa
an tanah
oleh
pihak-
pihak
tertentu
di Desa
Depok
merupaka

n

IDNIRU IDNIRU ~ \DQJ ~ GDSD
PHQ\HEDENDQ ILPEX0Q\D
HUILILNDI - JDQGD  +DN $IDV
7DQDK GL _RID -DPEL \DLIX
IDNIRU  NHVDODKDQ ~ GDIDP
SHQJXNXUDQ ~ 3HIDEDI  HLGDN
PHPHULND  DGD  ILGDNQ\D)
HUILILNDI KDN PLOLN DIDV IDQDK
HEHOXPQ\D . XUDQJ  HiHoOLiL
PHPHULNVD GDID ILVLN GDQ GDID
AXULGLV  WLGDN DGDQ\D  SHID)
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perbuatan
melawan
hukum
atas tanah
negara
bekas
Agrarisch
Eigendo

m?

. Apakah

pihak-
pihak
yang
terlibat
dalam
penguasa
an tanah
di Desa
Depok
telah
memenuh
[
kewajiba
n hukum
mereka
terkait
perbuatan
melawan
hukum

atas tanah

DQDK  7LGDN  GLIHUDSNDQQ\D
DVDV  GHILPLQDVL NRQIUDGLNWXU
7LGDN GLODNXNDQQ\D
SHQIXPXPDQ GL NDQIRU GHVD
HIDPD  KDUL
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negara?

3. Bagaimana
dampak sosial
dan lingkungan
dari perbuatan
melawan
hukum atas
tanah negara di
Desa Depok?

Te




BAB |11
METODE PENELITIAN
3HQHOLILDQ KXNXP PHUXSDNDQ VXDIX NHJLDIDQ LOPLDK \DQJ GLGDVDUNDQ SDGD
PHIRGH VLWHPDILND VHUID SHPLNLUDQ IHUIHQIX \DQJ PHPSXQ\DL IXIXDQ XQIXN
PHPSHIDIDUL VDX PDXSXQ EHEHUDSD JHIDOD KXNXP  IIHUWHQWX  GHQJDQ NDIDQ
PHQJDQDILVLVQ\D 2L
$GDSXQ PHIRGH SHQHOLILDQ \DQJ GLIXQDNDQ ROHK SHQXOLV GDIDP SHQX0LVDQ
KXNXP LQL DGDODK VHEDJDL EHULNXI
A. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam pnelitian ini adalah
penelitilan hukum normatif. Penelitian ini merupakan studi kasus yang
menggunakan pendekatan analitis. Studi kasus dipilih karena akan meneliti
kasus tertentu yang signifikan dalam konteks perselisihan hak atas tanah di
Surabaya, sementara pendekatan analisis digunakan untuk menganalisis
secara mendalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
629/PDT.G/2012/PN SBY.
B. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifat deskriptif digunakan
untuk menggambarkan secara detail konteks, karakteristik, dan peristiwa

terkait sengketa tanah di Jalan Jemursari Selatan V. Sementara itu, sifat

2L _X0LDUGL % 5SXQIXQXZX < % GNN OHIRGH SHQHOLILDQ KXNXP &9 *LID /HQIHUD KDO
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analitis digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negari Surabaya
dalam perspektif hukum dan dampaknya terhadap kasus tersebut.
Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga pendekatan, yaitu,
pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach) yang dianggap relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
Pendekatan undang-undang (statute approach) digunakan karena dalam
penelitian ini peneliti berangkat dari analisis terhadap sengketa adanya
sertifikat ganda yang dikaitkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan pendekatan kasus (case approach)
digunakan dalam kasus adanya sengketa sertifikat tanah ganda di
Pengadilan Negeri Surabaya dengan melahirkan dengan Putusan No :
629/Pdt.G/2012/PN.SBY. Kemudian pendekatan konseptual (conceptual
approach) adalah pendekatan penelitian hukum didasarkan pada pandangan
dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pendekatan konseptual
disini untuk memecahkan isu hukum yang sedang di teliti.
Sumber data

Sumber Data Penelitian Data yang diperoleh pada penelitian ini
bersumber dari data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai

berikut;
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1. Sumber Data Primer berupa Putusan Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor 629//PDT.G/2012/PN SBY yang kemudian akan
dianalisis menggunakan pasal yang digunakan hakim dalam memeriksa
perkara tersebut berdasarkan perbuatan melawan hukum yang tertuang
di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Sumber Data Sekunder yang dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat
mengikat dan terdiri dari perundang-undangan, risalah dalam
pembuatan perundang-undangan, dan catatan-catatan resmi.?
Berikut merupakan bahan hukum primer yang digunakan pada
penelitian ini:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok
Agraria.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.
5) Putusan 629//PDT.G/2012/PN SBY. (pindah nomor 5, lainnya

naik)

22 %DPEDQJ 6XQJJRQR OHIRGRIRJL 3HQHILILDQ +XNXP 37 SDID *UDILQGR 3HWDGD -DNDUID
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer.2® Bahan hukum
sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi
buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, media internet, dan
informasi online lainnya yang berkaitan dengan masalah yang
sedang diteliti.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder.?* Bahan hukum tersier yang akan digunakan pada
penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi
kepustakaan dengan analisis dokumen dan putusan pengadilan, serta
menggunakan pengumpulan data melalui internet untuk mempermudah
dalam menganalisis kasus.
F. Metode Analisis Data
Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan
ialah mengolah atau menganalisis data. Teknik analisis bahan hukum yang

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi dan silogisme.

2 ELG
24 %DPEDQJ 6XQJJRQR OHIRGRORJIL 3HQHOLILDQ +XNXP 37 SDID *UDILQGR 3HUDGD -DNDUID
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Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum
yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang
agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa
tertentu.?® Adapun berdasarkan dasar penemuan hukum oleh hakim terdapat
beberapa jenis interpretasi, diantaranya: interpretasi gramatikal yaitu
penafsiran berdasarkan bahasa, Interpretasi teleologis atau sosiologis yaitu
penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan, peraturan perundang-
undangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang baru, penafsiran
sistematis adalah dengan menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari
keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungnya
dengan undang-undang lain. Interpretasi Historis yaitu makna undang-
undang dapat dijelaskan dan ditafsirkan dengan jalan menelusuri sejarah
yang terjadi. Ada dua jenis interpretasi sejarah, diantaranya penafsiran
menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum.
Berikutnya ada penafsiran komparatif yaitu interpretasi yang hendak
memperoleh penjelasan dengan jalan memperbandingkan hukum,
interpretasi futuristik merupakan metode penafsiran yang bersifat antisipatif
yaitu hendak memperoleh penjelasan dari ketentuan perundang-undangan

dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan

hukum.
B4DWEXDQ + /AW $ + OHIRGH 3HQDIVLUDQ +XNXP 6HEDJDL $0DIl OHQFDUL - HDGLODQ
+DNLNL -XUQD0 ZHJLVLD KDO
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Silogisme adalah metode argumentasi yang konklusinya diambil
dari premis-presmis yang menyatakan permasalahan yang berlainan.?
Dalam mengambil konklusi harus terdapat sandaran untuk berpijak.
Sandaran umum dihubungkan dengan permasalahan yang lebih khusus
melalui istilah yang ada pada keduanya. Adapun silogisme yang digunakan
dalam penelitian ini ialah silogisme deduksi. Logika deduksi adalah pola

berpikir dari yang umum kepada yang khusus.

% -HIXQ 8 8 /RJIIND 3HQDIDUDQ GDQ $UIXPHQIDVL +XNXP -XUQDO - RQUILIXVL KDO
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyelesaian perkara sengketa sertifikat ganda di Pengadilan Negeri Surabaya
9%HUGDVDUNDQ SDGD SUDNILNQ\D SHQ\HOHVDLDQ HUKDGDS VHQJNHID VHUWILNDW

JDQGD EXNDQ KDQ\D GLODNXNDQ ROHK %DGDQ 3HUIDQDKDQ ADVLRQDO WHIDSL IXJD ELVD
GLVHOHVDLNDQ ROHK 0HPEDJD 3HUDGLODQ 8P XP GDQ 3HUDGLIDQ 7DD 8VDKD 1HJDUD -LND
GL 3HUDGLODQ 8PXP (HELK PHQLILNEHUDINDQ NHSDGD KDO KD0O PHQJHQDL SHUGDID GDQ
SLGDQD GDODP VHQJNHID SHUIDQDKDQ 0DLQ KDOQ\D GHQJIDQ 3HUDGLIDQ 7DD 8VDKD 1.HIDUD
\DQJ PHQ\HOHVDLNDQ VHQJINHID SHUIDQDKDQ EHUNDLIDQ GHQJDQ VXUDI NHSXIXVDQ \DQJ
GLNHOXDUNDQ ROHK %DGDQ 3HUIDQDKDQ 1DVLRQDO DIDX SHUDEDW GDHUDK 0DLQQ\D \DQJ
EHUNDLIDQ GHQJDQ IDQDK 6DDIl LQL NHEDQ\DNDQ VHQJNHID SHUIDQDKDQ GDIDP KDO
VHUILILND JDQGD GDSDW GLVHOHVDLNDQ VHFDUD 0DQJVXQJ ROHK SLKDN GHQJDQ PXVA\DZDUDK
\DQJ GLODNXNDQ GL 0XDU SHQJDGLODQ GHQJDQ DIDX WDQSD PHGLDIRU GLPDQD PHGLDIRU
ELDVDQ\D GDUL SLKDN SLKDN \DQJ PHPLILNL SHQJDUXK PLVDOQ\D NHSDID GHVD 0XUDK

NHIXD DGDIl VHUID SDVILQ\D %DGDQ 3HUIDQDKDQ 1.DVLRQDO GHIDQUXIQ\D SHQ\HOHVDLDQ

16



VHQINHID PHODOXL EDGDQ SHUDGLIDQ PLVDOQ\D YHQINHID VHUILILNDI JDQGD \DLIX PHODOXL
3HUDGLODQ LHJIHUL

3HQ\HIHVDLDQ PHIDOXL 3HQJDGLODQ GLODNXNDQ DSDELOD XVDKD XVDKD PHGLOVL
PHQJDIDPL IDDQ EXQIX DIDX IHUQDID DGD PDVDODK PDVDIDK SULQVLSLO \DQJ KDUXV
GLVHOHVDLNDQ ROHK LQVIDQUL 0DLQ \DQJ EHUZHQDQJ PLVDIQ\D SHQJDGLIDQ PDND NHSDGD
SDUD SLKDN GLVDUDQNDQ XQIXN PHQJIDIXNDQ PDVDIDKQND NH SHQIDGLDQ -DGL SDGD
XPXPQ\D VLIDI GDUL VHQJINHID LQL DGDODK NDUHQD DGDQ\D SHQJDGXDQ \DQJ
PHQJIDQGXQJ SHUIHQIDQJIDQ KDN DIDV IDQDK PDXSXQ KDN KDN 0DLQ DIDV VXDIX NHIHIDSDQ
\DQJ PHUXJINDQ GLUQ\D SNKLU SHQNHOHVDLDQ WHUVHEXI VHQDQILDVD ~ KDUXV
PHPSHUKDILNDQ DIDX VHODOX PHQGDVDUNDQ NHSDGD SHUDIXUDQ \DQJ EHUIDNX
PHPSHUKDILNDQ NHVHLPEDQJDQ NHSHQILQJDQ NHSHQILQIDQ SDUD SLKDN PHQHIDNNDQ
NHDGLODQ KXNXPQ\D VHUID SHQ\HOHVDLDQ LQL GLXVDKDNDQ KDUXV IXQIDV 3HQ\HOHVDLDQ
VHQINHID PHIDOXL SHQJDGLIDQ PHUXSDNDQ EHQIXN SHQ\HOHVDLDQ VHQINHID \DQJ
PHQJKDVLINDQ NHSXIXVDQ YRQQLV \DQJ EHUVLIDI PHPEHQDUNDQ DIDX PHQ\DIDKNDQ
VDODK VDIX SLKDN \DQJ EHUSHUNDUD DO UHUVHEXI GL DIDV WHUIDGL NDUHQD SHQJDGLODQ
GLEHUL NHNXDVDDQ XQIXN PHQHIDSNDQ VLDSD \DQJ EHQDU GDQ VDODK 3HQ\HOHVDLDQ
VHQINHID PHIDOXL SHQIDGLODQ EXNDQODK VXDIX SDNVDDQ ROHK NDUHQD XQGDQJ XQGDQJ
PHPERIHKNDQ SLKDN \DQJ EHWHQINHID PHQ\HOHVDLNDQ VHQINHID GL 0XDU SHQJIDGLIDQ
GHQJDQ FDUD SHUGDPDLDQ

3HUDGLODQ 1HJHUL VHEDJDL VDODK VDIX SHODNVDQD NHNXDVDDQ NHKDNLPDQ
PHPSXQ\DL IXJDV SRNRN XQIXN PHQHLPD PHPHUNVD GDQ PHQJIDGLOL VHUID
PHQ\HOHVDLNDQ VHILDS SHUNDUD \DQJ GLDIXNDQ NHSDGDQ\D JXQD PHQHIDNNDQ KXNXP

GDQ NHDGLIDQ EHUGDVDUNDQ 3DQFDVLOD GDQ 8QGDQJ 8QGDQJ ™ DVDU 1HJIDUD SHSXEILN
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,QGRQHVLD 7DKXQ 8QGDQJ 8QGDQJ 1RPRU  7DKXQ 7HQIDQJ - HNXDVDQ
_HKDNLPDQ PHQIHIDVNDQ EDKZD VHILDS KDNLP VHEHIXP PHPXIXV SHUNDUD ZDILE
PHQ\DPSDLNDQ SHUILPEDQJDQ DIDX SHQGDSDH HHUIXOLY IHUKDGDS SHUNDUD \DQJ VHGDQJ
GLSHULNVD D0 LQL PHUXSDNDQ EDJLDQ HLGDN IHUSLVDKNDQ GDUL VHEXDK SXIXVDQ \DQJ
GLKDVLONDQ GDUL (HPEDJD SHUDGLIDQ \DQJ GLDIXU GDIDP NHIHQIXDQ SDGD 3DVDO
8QGDQJ 8QGDQJ 1RPRU  7DKXQ 7HQIDQJ - HNXDVDDQ - HKDNLPDQ

3HUVHOLVLKDQ KDN DIDV IDQDK VHULQINDOL PHQDGL PDVDIDK \DQJ NRPSCHNV GDQ
PHPHQJDUXKL EDQ\DN DVSHN GDODP NHKLGXSDQ PDVADUDNDI NKXVXVQ\D GDIDP
NRQIHNV SHUIDQDKDQ GL ,QGRQHVLD - RQGLVL PDVNDUDNDI \DQJ KHIHURJHQ GHQJDQ
EHUDJDP NHSHQILQIDQ GDQ NODLP DIDV IDQDK SHQ\HOHVDLDQ VHQJINHID IDQDK PHODOXL
SURVHV SHUDGLODQ PHQIDGL VDQJIDI SHQILQJ XQIXN PHQIDPLQ NHDGLIDQ GDQ NHIHUILEDQ
KXNXP

BDIDK VDIX NDVXV \DQJ PHQDULN XQIXN GLDQDOLVLY DGDIDK 3XIXVDQ 3HQJIDGLIDQ
1HJIDUL 6XUDED\D 1RPRU  3GI > 31 6E\ \DQJ PHILEDINDQ VHQINHID KDN
DIDV IDQDK GL -D0DQ ~-HPXUDUL 6HIDIDQ © - RID 6XUDED\D = DODP NDVXV LQL WHUGDSDI
NRQIOLN DQIDUD SLKDN SLKDN \DQJ PHQJINIDLP NHSHPLOLNDQ DIDV IDQDK IHWHEXH 3LKDN
\DQJ IHUNDLI DGDODK 3LQIDUGIR BRHOIDQ 6HSRHIUR VHEDJDL 3HQJJIXJDH , GDQ L\RQ\D
-DQGD OXPDKKDLPDZDIL VHEDJIDL 3HQJJIXJDI ,, PHIDZDQ 1\RQ\D SRFKDGLQL VHEDJDL
7HIJIDI , LXUNDKIR +DUL 3RHUQRPPR VHEDJDL 7HUIXJD ,, 7KLH %XIiH 6XIHGID
VHEDJDL 7HUIXJDI ,,, LRIDUY 33$%7 1\ OXILD +DU\DQL VHEDJLQ7HUIXJDI ,9
ARIDULY 3357 . RID 6XUDED\D 20LYLD 6KHUWLQH = LUDQIR VHEDJDL 7HUIXJDI © GDQ

-DQIRU %31 - RID 6XUDED\D VHEDJDL 7HUJIXJDH 9, 3URVHV SHUDGLODQ PHQIDGL VDUDQD
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XQIXN PHQFDUL VROXVL \DQJ DGL0 GDQ 0HIDO GDIDP SHQ\HOHVDLDQ NRQIOLN WHUVHEXI
%HULNXI SHUPRKRQDQ SHPRKRQ \DQJ GLNDEXONDQ

%DKZD 5 GDEDUIRIR \DQJ GLVHEXI IXJD 5 6DEDURIR DIPDUKXP VXDPL
7HUIIXJIDH , GDQ D\DK 7HUIXJDH ,, VHODLQ GLEHUL IXJDV ROHK GHNUHIDULY ™ DHUDK -DZD
7LPXU XQIXN PHQIXUXV VXUDI VXUDI IDQDK \DQJ IHUNDLI GHQJIDQ - RPSOHN 3HUXPDKDQ
"35 5, GDQ "35" 7LQINDI , -DZD 7LPXU IXJD IHUPDVXN VDODK VDIX SHPLOLN SHUVLO
GDIDP . RPSIHN 3HUXPDKDQ "35 5, GDQ *35™ 7LQINDI , -DZD 7LPXU QDPDQ\D
IHUIXOLV IHUFDIDI SDGD GHUILILNDI ,QGXN  +DN OLOLN 1RPRU ™ HVD -HPXUZRQRVDUL

OHPLIINL  GXD ELGDQJ NDYHOLQJ IIDQDK GDIHDU XUXW# LRPRU  (HIDN NDYHOLQJ IIDQDK

GL GHQDK 1RPRU  0XDV IDQDKQ\D P HODK IHUELI GHUILILND +DN OLOLN 1.RPRU
"HVD -HPXUZRQRVDUL *DPEDU 6LIXDVL 1RPRU iDQJIJD0 ODUHI
DIDV. QDPD 1\ S5RFKDGLQL GDEDUIRIR ~ 7HUJIXJDK ,  WHODK EHUDOLK NHSDGD *U 1\
6RHPDQIUL LVILL =V 21RUDFKPDQ EHUGDVDUNDQ $NID -XD0%HOL #DQJJIDO " HVHPEHU
1RPRU \DQJ GLEXDI ROHK ZRIDULYV 33%7 -RID 6XUDED\D 5
6RHELRQR GHIDQUXIIQ\D EHUDOLK 0DJL NHSDGD OLFIRU 6XQDUIR EHUGDVDUNDQ $NID -XDO
%HIL 1IDQJJD0  OHL 1RPRU 0  =RQRFRIR \DQJ GLEXDII ROHK

1RIDULY 33%7 1RRU ,UDZDIL 6 + =DQ OHIDN NDYHOLQJ WDQDK \DQJ GL GHQDK 1RPRU

0XDV  IDQDKQ\D P §HODK WHUELK GHUILILNDI +DN OLIN 1RPRU “HD
-HPXUZRQRVDUL  *DPEDU 6LIXDVL HDQJJIDO ODUHII 1RPRU "HD
-HPXUZRQRVDUL DDV QDPD 1\ SRFKDGLQL 6DEDUIRIR 7HUJIXJDW , IIHODK GLDOLKNDQ
NHSDGD ,U ,VPX 6XGDUIR EHUGDVDUNDQ $NID -XD0 %H0L IDQJJIDO " HVHPEHU

1RPRU \DQJ GLEXDIROHK LRIDULY 33%7 - RID 6XUDED\D 5 6RHELRQR

6HODQIXIIQ\D SDGD #DQJJIDO = HVHPEHU GLKLEDKNDQ EHUGDVDUNDQ $NID +LEDK
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1RPRU \DQJ GLEXDW ROHK LRIDULY 33%7 - RiD 6XUDED\D 3UDILIL = LZLHILDQ\
6 + %HUGDVDUNDQ XUDLDQ GL DIDV GDSDW GLVLPSXONDQ EDKZD VHIDN 1#DQJJD0
" HVHPEHRU 7HUIXJIDN, GDQ 7HUIXJDN ,, VXGDK WLGDN PHPLILNL NDYHOLQJ WDQDK 0DJL
GL - RPSOHN 3HUXPDKDQ "35 5, GDQ *35™ 7LQJNDI ,, -DZD 7LPXU
%HUGDVDUNDQ XUDLDQ GL DIDV GDSDII GLVLPSXONDQ EDKZD VHIDN 1iDQJJD0
" HVHPEHRU 7HUIXJIDI, GDQ 7HUIXJDN ,, VXGDK WLGDN PHPLILNL NDYHOLQJ IIDQDK 0DJL
GL - RPSOHN 3HUXPDKDQ *35 5, GDQ "35™ 7LQJINDI ,, -DZD 7LPXU 7HUIXJDN 9,
ARIDULY 3357 1\ OXID +DU\DQL 6 + GDVDU KXNXP GDUL VHIL PDQD ELVD
PHPEXDINDQ $NID 3HUQ\DIDDQ 3HUVHIXIXDQ GDQ 3HPEHULDQ - XDVD 1RPRU
IDQJID0  HIXVIXV \DQJ LVLQ\D 7HUJIXJDII , GDQ 7HUJIXJDII ,, PHPEHUL NXDVD
NHSDGD 7HUJXJDII ,,, XQIXN PHQIXD0 IDQDK GDIDP - RPSHN 3HUXPDKDQ *35 5, GDQ
"35" 7LQINDI, -DZD 7LPXU VHOXDV P GHQJD NURQRORJL VHEDJDL EHULNXH
%DKZD 7HUIXJDI ,9 IHDK FHURERK 0DODL GDQ WLGDN PHQFHUPDIL GHQJDQ
VHNVDPD GDQ IIHOLIL QDPD QDPD SHPHJIDQJ +DN \DQJ IIHUXOLV WHUGDIIDU GDODP
GHUILILNDI ,QGXN +DN OLOIN 1RPRU  =HVD -HPXUZRQRVDUL GDQ LVL $NID
-XD0 %H0L GDUL 3HIDEDH 3HPEXDH $NID 7DQDK &DPDI = RQRFRIR IDQJJID0  -X0L
1RPRU -17 \DQJ EXQ\LQ\D EDKZD (HINR0 / GDEUDUIRIR
GDODP KDO LQL EHUILQGDN XQUXN GLUL VHQGLUL GDQ Diibv QDPD SDUD $QJJRID =35 =
7LQINDI, -DZD 7LPXU GDQ " 35 5, -DGL VXGDK HODV EDKZD GHUILILNDH ,QGXN
-RPSOHN 3HUXPDKDQ =35 7LQINDK , -DZD 7LPXU GDQ ®"35 5,
VHEDJDLPDQD \DQJ IIHODK IIHUXUDL GDIDP 6+0O 1RPRU  =HVD -HPXUZRQRVDUL
EXNDQ PLOIN SULEDGL VXDPL 7HUJXJDI , GDQ D\DK 7HUJXJDIl ,, $0PDUKXP

/HINR0 71, $/ 6DEDUIRIR GLVHEXII #XJD 6DEDUNRIR \DQJ GDSDI GLZDULVNDQ

ut



NHSDGD SDUD DKOL ZDULVQND \DLIX 7HUIXJD , GDQ 7HUIXJDI ,, VHGDQINDQ
3HQHIDSDQ 3HQJDGLIDQ LHJIHUL 6XUDED\D ™ DINDU LRPRU 361 3 31
6E\ IDQJID0  LRYHPEH \DQJ PHPEHUL L]LQ NHSDGD 3HPRKRQ VXDPL
7HIIXJIDI , GDQ 7HUIXJDI ,, SIPDUIKXP /HINR0 $/ 6DEDURIR  XQIXN
PHIDNXNDQ SHPLVDKDQ GDQ SHPEDJLDQ GHUILILNDI ,QGXN 1RPRU  ™HWD
-HPXUZRQRVDUL NHSDGD SHPLOLN SHUVLO NDYHOLQJ IDQDK \DQJ QDPDQND IHUIXOLY
GDIDP GHUILILNDH ,QGXN \DQJ EHOXP GLPLQIDNDQ SHPHFDKDQ GDUL VHUILILNDI
LQGXN
SNID 3HUQ\DIDDQ SHUVHIXIXDQ GDQ 3HPEHULDQ - XDVD 1RPRU  IDQJJID0
SIXVIXV \DQJ GLEXDN ROHK 7HUIXJDI ,9 1RIDULV 337 - RID 6XUDED\D
1\RQ\D OXILD +DU\DQL 6 + \DQJ PHQ\HEXINDQ 7HUJXJDI , GDQ 7HUIXJDI ,,
PHPEHUL NXDVD NHSDGD 7HUIXJDI ,,, 7KLH %XINH 6XIHGID XQIXN PHQIXD)
IDQDK GL GDIDP  RPSOHN 3HUXPDKDQ = 35 ™ 7LQJINDI, -DZD 7LPXU GDQ ™ 35
5, 6+0 1RPRU  "HVD -HPXUZRQRVDUL VHOXDV P (LPD EHIDV
ULEX PHIHJ SHWHJL WLGDN PHPSXQ\DL DIDV KDN GDQ GDVDU KXNXPQ\D \DQJ
PHUXSDNDQ SHUEXDIDQ PHIDZDQ KXNXP  NDUHQD IDQSD DGD SHUVHIXIXDQ GDUL
SDUD SHPLOLN NDYH0LQJ IDQDK GL GDIDP _ RPSOHN 3HUXPDKDQ =35 ™ 7LQINDI
,-DZD 7LPXUGDQ =35 5, \DQJ QDPD QDPDQ\D IHUIXOLY IHUFDIDI GDIDP 6+0
1RPRU  ™HVD -HPXUZRQRVDUL VHKLQJJD VHPXD SHPLVDKDQ 6+O 1RPRU
"HVD -HPXUZRQRVDUL \DQJ GLDIXNDQ ROHK 7HUIXJDII ,,, NHSDGD 7HUIXJDI
O, _HSDID _DQIRU 3HUIDQDKDQ - RIDPDG\D 6XUDED\D DIDV GDVDU $NID
3HUQ\DIDDQ 3HUVHIXIXDQ GDQ 3HPEHULDQ . XDVD 1RPRU IDQJID0

PIXVIXV \DQJ GLEXDW ROHK 7HUJIXJDI ,9 ARIDULY 33%7 - RID 6XUDED\D
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1\RQ\D OXILD +DUNDQL 6 + GDQ SNID 3HPEDJLDQ +DN %HWDPD 1RPRU
GDQ 1RPRU  \DQJ GLEXDI ROHK 7HUIXJIDI O 1RIDULV 3357 20LYLD 6KHUILQH
= LUDIQR 6 + PHUXSDNDQ SHUEXDIDQ PHIDZDQ KXNXP GDQ KDUXV GLQ\DIDNDQ
ILGDN EHUNHNXDIDQ KXNXP IHIDS GDQ EDID0 GHPL KXNXP
7HIIXJIDI ,,, IHIDK PHQJJIXQDNDQ DIDV 3HQHIDSDQ 3HQJIDGLIDQ HJHUL
6XUDED\D 1RPRU 36/ 3 31 6E\ IDQJJD0  1RYHPEH GDQ
SNID 3HUQ\DIDDQ 3HUVHIXIXDQ GDQ 3HPEHULDQ - XDVD 1RPRU  IDQJJID0
SIXVIXV \DQJ GLEXDN ROHK 7HUIXJDI ,© LRIDULY 33%7 - RID 6XUDED\D
1\ OXILD +DU\DQL 6 + PHQJKDGDS NHSDGD 7HUJXJDI © LRIDUV 33%7
_RID 6XUDED\D 1\ 20LYLD 6KHULQH =LUDIQR 6+ GDQ ROHK 7HUIXJDI O
1RIDULY 3367 - RID 6XUDED\D 1\ 20LYLD 6KHULLQH = LUDIQR 6 + GLEXDINDQ
SNID 3HPEDJLDQ +DN %HWDPD IDQJJD0  ODUHI 1RPRJ  GDQ $NID
3HPEDJLDQ +DN %HUWDPD IDQJJD0  ODUHI 1RPRU
%DKZD 7HUIXJDI O LRIDUYV 33$7 -RID 6XUDEDND 1\ 20LYLD 6KHULLQH
LDIQR 6 + IHIDK FHURERK GDQ WLGDN PHQFHUPDIL LVL $NID 3HUQ\DIDDQ
SHUVHIXIXDQ GDQ 3HPEHULDQ . XDVD 1RPRU IDQIJD0  BIXVIXV
\DQJ GLEXDI ROHK 7HUJXJDI ,9 ARIDULYV 33%7 _RID 6XUDED\D 1\ OXILD
+DUNDQL 6 + DQSD DGD DQGDVDQ KXNXP \DQJ PHQGDVDUL XQIXN PHPEXDI
$NID 3HPEDJLDQ +DN %HWDPD 1RPRU  1DQJJD0  ODUHI GDQ SNID
3HPEDJLDQ +DN %HWDPD 1RPRU  IDQJJD0  ODUHI \DQJ EHUDNLEDI!
WHUELIQND VHUILILNDY JDQGD 6+0O 1RPRU _H) -HPXUZRQRVDUL GDQ 6+O
1RPRU _H) -HPXUZRQRVDLL DIDV QDPD 7HUIXJDI ,,, 7KLH %XIH

6XIHGID \DQJ PHQIDGL RENHN VHQJINHID
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%DKZD 7HUIXJDI ,,, 7KLH %XIlH 6XIHGID DGDIDK IHUPDVXN VDIDK VDIX GDUL

RUDQJ SHPLOLN DIDV IDQDK NDYHILQJ GL - RPSOHN 3HUXPDKDQ =35 ™ 7LQINDI

-DZD 7LPXU GDQ =35 5, GHUILILNDI ,QGXN \DUIX 6+O 1RPRU  "HVD

-HPXUZRQRVDUL VHVXDL GHQJDQ GDIIDU 1RPRU 8UXI  \DQJ NDYHOLQJ

IDQDKQ\D GL ZRPRU  GHQJDQ OXDVIDQDK P VHPELODQ UDIXV ILID SXOXK

0LPD PHIHU SHUVHIL \DQJ WHODK WHUELY GHUILILNDI +DN OLOLN DIDV QDPD

THIIXIDI ,,

SQDILVLY SXIXVDQ SHQJIDGLIDQ PHOLEDINDQ SHQHILILDQ WHUKDGDS IDNID IDNID
KXNXP \DQJ GLKDGDSL SHQHUDSDQ KXNXP \DQJ UHOHYDQ IHUKDGDS IDNID IHUWVHEXH GDQ
SHULPEDQJDQ KXNXP \DQJ GLDPEL) RIHK KDNLP GDODP PHPXIXVNDQ SHUNDUD
$SQDILVLY LQL PHQFDNXS LGHQILILNDVL GDVDU KXNXP \DQJ GLIXQDNDQ SHQLODLDQ EXNIL
EXNIL \DQJ GLVDILNDQ GDQ DUJXPHQIDVL \DQJ GLDIXNDQ ROHK SLKDN SLKDN \DQJ
EHUVHQINHID \DLIX GHQJDQ GDOLO GDOL) VHEDJIDL EHULNXII

%DKZD GDIDP  3XIXVDQ 3HQJDGLDQ LHJHIL  BXUDEDND 1RPRU

36l * 31 6E\ ODIHILY +DNLP GDIDP SHPHULNVDDQ VHIHP'SDH \DQJ

GLODNVDQDNDQ SDGD IDQJJID0  2NIREHU NXDVD KXNXP 7HUIXJDI 9,

_HSDOD _DQIRU 3HUDQDKDQ _RID B6XUDED\D ~ NXDVD KXNXP 7HUJIXJDI

JQIHUYHQVL 7KLH %XIIH 6XIHGID GDQ 3HQJJIXJDI , 3LQIDUIR BRHOIDQ BHSXIUD

GDQ 3HQJJIXJDI,, 1\ OXPDKKDLPDZDIL VDPD VDPD IHIDK PHQJIDNXL GDQ

PHQXQIXN EDKZD REIHN VHQINHID GHUILINDI +DN OLIN 1RPRU

_ HOXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL DIDV QDPD 7HUJXJDI ,,, 7KLH %XINH 6XIHGID

EHUDGD GL GHUILILNDI +DN OLOIN ZRPRU  ™HVD -HPXUZRQRVDLL DIDV QDPD

3HQJJIXJIDK , 3LQIDUWIR GRHIIDQ GHSXIUD  VHGDQJINDQ GHUILILNDI +DN OLIN
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1RPRI  HOXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL DIDV QDPD 7HUIXJDI ,,, 7KLH %XIIH
BXIHGID EHUDGD GL GHUILILNDI +DN OLOIN 1RPRU  =HVD -HPXUZRQRVDUL
DIDV QDPD 3HQJJIXJDI,, 1\ OXPDKKDLPDZDIL KD) PDQD PHUXSDNDQ VXDIX
DIDI EXNIL SHQJDNXDQ VHEDJDLPDQD \DQJ GLPDNVXG GL GDIDP 3DVDO
8QGDQJ 8QGDQJ 1RPRU  7DKXQ
%DKZD 7HUIXJDI O, _HSDID _DQIRU 3HUDQDKDQ - RID GXUDEDND IIHIDK
FHURERK GDQ ILGDN IHOLIL PHP'SURVHV SHQHUELIDQ RENHN VHQINHID 6+O 1RPRU
GDQ 6+O 1RPRI _HOXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL NDUHQD ULGDN
PHQFHUPDIL LVL SSNID 3HUQ\DIDDQ 3HUVHIXIXDQ GDQ 3HPEHULDQ - XOVD 1RPRU
IDQIID0  BIXVIXV \DQJ GLEXDI ROHK 7HUIXJDI ,9 IDQSD DGD
0DQGDVDQ KXNXP \DQJ PHQGDVDUL GDQ ILGDN EHUSHGRPDQ SDGD GDINDU GDIIDU
QDPD \DQJ IIHUIXOLY GDIDP GHUILILNDY ,QGXN +DN OLIN 1RPRU  “HVD
-HPXUZRQRVDUL VHEDJDLPDQD (DPSLUDQ GDIDP SNID -XDO %HiL 1RPRU
=17 IDQJJID0 -X0L IHODV SHUEXDIDQ 7HUIXJIDIID, - HSDID - DQIRY
3HUIDQDKDQ - RID 6XUDED\D PHQHUELINDQ ~ GXD ELGDQJ REVHN VHQINHID
6+0 1RPR! GDQ 6+O 1RPRU GL - HOXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL
DGDODK EHUIHQIDQJDQ GHQJDQ SHUDIXUDQ SHUXQGDQJ XQGDQJDQ 3DVDD  SB\DI
3HUDIXUDQ 3HPHULQIDK 1RPRU  7DKXQ IXQFIR 3DVD)  8QGDQJ
8Q6DQJ 1RPRU  7DKXQ IXQFIR 3DVD0  GDQ 3DVD0  3HUDIXUDQ
3HPHULQIDK 1RPRU  7DKXQ \DQJ PHQJKHQGDNL DGDQ\D NHSDVILDQ
KXNXP GDQ SHUILQGXQJIDQ KXNXP EDJL SHPLILN DIDV ELGDQJ IDQDK 3HQJIXJDI

, GDQ 3HQJIJIXJDI,, \DQJ OHELK GDKX0X WHUELW VHFDUD VDK PHQXUXII KXNXP
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%DKZD NDUHQD GL DIDV SHUVLO PLOLN SDUD 3HQJJIXJDI IHUGDSDI EDQIXQDQ IHPERN
SDJDU SHPEDIDV \DQJ GLGLULNDQ ROHK 7HUJIXJDH ,,, PDND VHVXDL NHIHQIXDQ
KXNXP \DQJ EHUDNX 7HUJXJDI ,,, KDUXV PHPERQJNDU EDQJXQDQ \DQJ
GLGLUNDQ WHUKLIXQJ GDIDP IHQJIJIDQJ ZDNIX  UXIXK KDUL VHIDN SXIXVDQ
GLIDIXKNDQ GDQ PHQIHPEDILNDQ GDIDP NHDGDDQ VHPXID VHIHIDK EDIDV ZDNIX
KDUL PDND SDUD 3HQJJIXJDI EHU+DN PHPERQJINDU GDQ PHURERKNDQ
EDQJXQDQ SDJDU IHPERN PLILN ZHUIXJDI ,,, DIDX PHQJIKDNL
%DKZD SHUEXDIDQ 7HUIXJDI , VDPSDL GHQIDQ 7HUIXJDI O, IHIDK PHPEDZD
PDIDSHIDND EDJL 3DUD 3HQJJIXJDI GHQJIDQ EHUDNLEDI WHUELIQND VHUILILNDI
JDQGD \DLIX BHUILILNDI +DN OLON 1RPRU - HIXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL
GDQ GHUILILNDI +DN OLIIN 1RPRU - HOXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL PDVLQJ
PDVLQJ DIDV QDPD 7HUJXJDI ,,, GL DIDV IDQDK RENHN REWHN VHQINHID PLOLN
3HQJJIXJDI , GDQ PLIN 3HQJIJIXJIDN ,, \DQJ IHIDK OHELK GDKX0X WHUELN
GHULILNDIQ\D +DN OLIN 1RPRU  “HVD -HPXUZRQRVDUL DIDV QDPD
3HQJJIXJIDH , GDQ GHUILILNDI +DN OLIN ZRPRU ™ HVD -HPXUZRQRVDUL DIDV
QDPD 3HQJJIXJDI ,, EDLN DIDV NHUIDVDPD 3DUD 7HUJIXJDI DIDX VHQGLUL VHQGLUL
PHUXSDNDQ VXDIX SHUEXDIDQ \DQJ PHIDZDQ KXNXP GDQ PHQLPEXINDQ
NHUXJLDQ EDJL 3DUD 3HQJJIXJIDI NDUHQD ILGDN GDSDI PHQIKDNL VHFDUD DPDQ
GDQ ILGDN ELVD PHQIDPLQNDQ GDQ PHQIXD) IDQDK PLILNQ\D VHQGLUL VHKLQJJID
NHEXIXKDQ VHKDUL KDUL XQIXN PHQFDUL QDINDK KLGXS GDQ SHPXIDUDQ PRGD)
NHUID KDUXV PHQFDUL SLQIDPDQ GL 0XDU %DQN GHQJDQ PHPED\DU EXQJD ILQJJL
KLQJJD VDP'SDL VDDI VHNDUDQJ DGL NHUXJLDQ PDIHULLO EDJL 3HQIJIXJDI , GDQ

3HQJJIXJIDW,, \DQJ ILGDN GDSDW PHPDQIDDINDQ RENHN REWHN VHQJINHID VHODPD

W



VHEHDV IDKXQ DGDIDK VHEHVDU 5S HQDP PLONDU UXSLDK
\DQJ KDUXV GLED\DU VHFDUD GLIDQJJXQJ UHQIHQJ ROHK 7HUIXJDI , VDPSDL
GHQJIDQ 7HUIXJDI ,9

$GDSXQ SHILIXP \DQJ GLDIXNDQ ROHK SDUD 3HQJIJIXJIDI DGDIDK
OHQHULPD GDQ PHQJDEXINDQ JXJDIDQ 3HQJJIXJDH , GDQ 3HQJIJIXJIDN ,, XQIXN
VHOXUXKQ\D
OHQHULPD DIDVDQ DIDVDQ JXJIDIDQ 3HQJIIXIDI, GDQ 3HQIIXIDI ,,
OHQ\DIDNDQ PHQXUXH KXNXP 3HQJJIXJDI, 3LQIDUIR 6RHUIDQ BHSXIR DGDODK
SHPLOLN VDK DIDV ELGDQJ IDQDK \DQJ iHUOHIDN GL -DIDQ -HPXUWDUL 6HIDIDQ © - DY
_HOXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL _HFDPDIDQ =RQRFROR _RID 6XUDED\D
VHEDJDLPDQD \DQJ WHUXUDL GDODP BHUILILNDY +DN OLIN 1RPRU  ™HD
-HPXUZRQRVDUL _HFDPDIDQ =RQRFRIR _RID 6XUDED\D *DPEDU 6LIXDVL
IDQIID0  -XiL 1RPRU  GHQIDQOXDV P
OHQ\DIDNDQ PHQXUXI KXNXP 3HQJJIXJDI ,, L1\RQ\D OXPDKKDLPDZDIL
DGDODK SHPLOLN VDK DIDV ELGDQJ IDQDK \DQJ IHUGHIDN GL ~DDQ -HPXUVDUL 6HIDIDQ
O _DY $ _HXUKDQ -HPXUZRQRVDUL -HFDPDIDQ =RQRFRIR _RID
6XUDED\D VHEDJIDLPDQD IHUXUDL GDIDP GHUILILNDH +DN OLIIN ZRPRU ~ ™HVD
-HPXU ZRQRVDUL *DPEDU 6LIXDVL IDQJJID0  -XQL 1RPRU GHQJDQ
XV P OHQ\DIDNDQ PHQXUXI KXNXP BHUILILNDI +DN OLIIN 1RPRU
_H) -HPXUZRQRVDUL 6XUDI 8NXU 1DQJJD0  ODUHI 1RPRU
-HPXU ZRQRVDUL IHUIXOLY DIV QDPD 7HUJXJDN ,,, 7KLH %X
6XIHGID VHIXDV P VHIHP'SDI GLNHQDOVHEDJDL -D0DQ ~-HPXUVDUL 6HIDIDQ 9

-DY - HOXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL - HFDPDIDQ =RQRFROR _RID 6XUDED\D
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DGDODK FDFDI KXNXP GDQ ILGDN PHPSXQ\DL NHNXDIDQ KXNXP \DQJ PHQJLNDI
OHQ\DIDNDQ PHQXUX!I KXNXP GHUILILNDI +DN OLOIN 1RPRU _HO
-HPXUZRQRVDUL 6XUDI SNXU IDQJJD0  ODUHI 1RPRU  -HPXU
ZRQRVDUL IHUIXOLV DIDV QDPD ZHUIXJDI ,,, 7KLH %XIIH 6XIHGID VHOXDV
P VHIHPSDI GLNHQDO VHEDJDL -DIDQ -HPXWDUL 6HIDIDQ © DY $
_ HIXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL . HFDPDIDQ =RQRFRIR - RID 6XUDED\D DGDIDK
FDFDI KXNXP GDQ ILGDN PHPSXQ\DL NHNXDIDQ KXNXP \DQJ PHQJLNDI
OHQ\DIDNDQ PHQXUX!I KXNXP SNID 3HUQ\DIDDQ 3HUVHIXIXDQ GDQ 3HPEHULDQ
_XDVDIDQIJID0  SIXWIXV  AIRPRU  \DQJ GLEXDIROHK LRIDULY 3357
_RID 6XUDED\D 1\RQ\D OXILD +DU\DQL 6 + DGDODK FDFDI KXNXP ILGDN
PHPSXQ\DL NHNXDIDQ KXNXP \DQJ PHQJLNDI GDQ EDID)
OHQ\DIDNDQ PHQXUX!I KXNXP $NID 3HPEDJLDQ +DN %HWDPD IDQJJID0
ODUHI PDVLQJ PDVLQJ 1RPRU  GDQ 1RPRU  \DQJ GLEXDI ROHK
1RIDULV 33$7 - RID 6XUDED\D 1\RQ\D 20LYLD 6KHULLQH = LUDIQR 6 + DGDIDK
FDFDIf KXNXP ILGDN PHPSXQ\DL NHNXDIDQ KXNXP \DQJ PHQJLNDI GDQ EDID
OHQ\DIDNDQ PHQXUX!I KXNXP SHQHUELIDQ GDQ SHQJJDQGDDQ 6+0O 1RPRU
_ HIXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL GDQ 6+O 1RPRI _ HIXUDKDQ -HPXU
ZRQRVDUL DIDV QDPD 7HUJIXJDN ,,, PHUXSDNDQ SHUEXDIDQ PHIDZDQ KXNXP
\DQJ GLIDNXNDQ ROHK 3DUD 7HUIXJDH
OHPHULQIDKNDQ NHSDGD 7HUJXJDI ©, _HSDID _DQIRU 3HUIDQDKDQ - RID
6XUDED\D , XQIXN PHPDILNDQ GDQ PHQFRUHI %XNX 7DQDK GHUILILNDI +DN
OLIN 1RPRU _HOXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL GDQ GHUILILNDY +DN OLILN

1RPRU - HOXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL PDVLQJ PDVLQJ \DQJ WHUIXOLV DDV
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QDPD 7HUIXJDI ,,, 7KLH %XIH GXIHGID GDQ PHQDULN BHUILILNDI +DN OLIN
1RPRU _ HIXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL GDQ GHUILILNDI +DN PLIN 1RPRU
- HOXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL PDVLQJ PDVLQJ \DQJ IHUIXOLV DIDV QDPD
THIIXIDI ,,, 7KIH %XINH 6XIHGID DIDX GDUL IDQJDQ VLDSDSXQ HXJD \DQJ
PHQJKDNL GDQ PHQJXDVDLQ\D VHUID PHQIXPXPNDQ VDIX NDK GDIDP 6XUDI
NDEDU \DQJ EHUHGDU GL - RID G6XUDED\D WHQIDQJ DGDQ\D FDFDI KXNXP GDQ
KDSXVQ\D GHUILILNDI +DN OLIN 1RPRU - HOXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL GDQ
GHUILILNDI +DN OLIN 1RPRU - HIXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL DIDV QDPD
7HUIXJDI ,,, DIDV ELD\D 7HUJIXJDI O,
OHQ\DIDNDQ PHQXUXI KXNXP SHQJXDVDDQ 7HUIXJDH ,,, DIDV SHUVLO PDVLQJ
PDVLQJ ELGDQJ IDQDK REWHN VHQINHID GL -D0DQ IHPXUVDUL 6HIDIDQ © 1RPRU
GDQ -DIDQ -HPXVDUL 6HIDIDQ © 1RPRU $ - HIXUDKDQ -HPXUZRQRVDIL
_HFDPDIDQ -HPXUZRQRVDUL - RID 6XUDED\D VHEDJDL SHUEXDIDQ PHIDZDQ
KXNXP GDQ PHPHULQIDKNDQ NHSDGD VHILDS RUDQJ DIDX VLDSDSXQ IXJD \DQJ
PHQGDSDI KDN GDUL 7HUIXJDI ,,, 7KLH 9%XWH 6XIHGID XQIXN VHIHUD
PHQJRVRQJINDQ SHUVLO ELGDQJ IDQDK VHQJINHID GDQ PHQ\HUDKNDQQND VHFDUD
VHUID PHUID GDQ GDIDP NHDGDDQ NRVRQJ GDQ EDLN NHSDGD 3DUD 3HQJJIXJIDI
IDQSD DGDQND VXDIX VDUDI DSDSXQ
OHPHULQIDKNDQ 7HUIXJDI ,,, XQIXN PHPERQJINDU EDQJIXQDQ SDJDU IHPERN
\DQJ DGD SDGD SHUVLO PLILN 3DUD 3HQJJIXIDI GDQ GLNHPEDILNDQ GDIDP NHDGDDQ
VHPXID GDQ PHQ\DIDNDQ 3DUD 3HQJJIXJDI GDSDI PHPERQJNDU EDQIXQDQ
SDJDU IHPERN PLIN 7HUIIXJDI ,,, GL DIDV IDQDK 6+O 1RPRUIRPRU  “HVD

-HPXUZRQRVDUL *DPEDU 6LIXDVL #IDQJJID0  -X0L 1RPRU GDQ 6+0
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1RPRU  “HVD -HPXUZRQRVDUL *DPEDU 6LIXDVL IDQJID0  -XQL
1RPRU GDQ GDIDP IHQJJDQJ ZDNIX  HPSDI EHIDV KDUL VHIHODK
NHSXIXVDQ EHUNHNXDIDQ KXNXP IHIDS  7HUIXJDI ,,, WLGDN EHUVHGLD
PHPERQJINDU PDND 3DUD 3HQJJIXJDIl GDSDI PHQJ+DNL ELGDQJ IDQDK REWHN
VHQINHID
BHIHIDK PHIDOXL IDKDSDQ SHPEXNILDQ GDQ PHQGHHQIDUNDQ NHIHUDQIDQ VDNVL
VDNVL PDND 3HQJDGLIDQ LHJIHUL 6XUDED\D PHPEHULNDQ DPDU SXIXVDQ \DLIX
OHQHULPD JXJDIDQ 3HQJJIXJDI XQIXN VHEDJIDLDQ
OHQ\DIDNDQ PHQXUXH KXNXP 3HQJJIXJDIl, 3LQIDUIR 6RHUIDQ BHSXIR DGDODK
SHPLOLN VDK DIDV ELGDQJ IDQDK \DQJ iHUOHIDN GL -DIDQ -HPXUWDUL 6HIDIDQ © - DY
- HOXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL - HFDPDIDQ -HPXUZRQRVDUL - RID 6XUDED\D
VHEDJDLPDQD \DQJ UHUXUDL GDIDP GHUILILNDI +DN OLIN 1R =HVD
-HPXUZRQRVDUL  _HFDPDIDQ -HPXUZRQRVDUL _RID GXUDED\D *DPEDU
BLIXDVL IDQIID0  -X0L 1RPRU  GHQJDQ XDV  P%
OHQ\DIDNDQ PHQXUXI KXNXP  3HQJJXJDH ,, 1\RQ\D OXPDKKDLPDZDIL
DGDODK SHPLOLN VDK DIDV ELGDQJ IDQDK \DQJ IHUGHIDN GL ~DDQ -HPXUVDUL 6HIDIDQ
9 .DY $ _HIXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL - HFDPDIDQ -HPXUZRQRVDUL _RID
6XUDED\D VHEDJDLPDQD IHUXUDL GDIDP GHUILILNDI +DN OLOLN 1R " HVD

-HPXUZRQRVDUL *DPEDU 6LIXDVL IDQJJID0  -XQL 1RPRU GHQJIDQ

0XDV Pé

OHQ\DIDNDQ ~ PHQXUXW KXNXP  GHUILILNDF  +DN OLIN 1R -H

-HPXUZRQRVDUL ~ 6XUDK  8NXU  #DQJJDO ODUHI 1R
-HPXUZRQRVDUL WHUIXOLY DDV QDPD  7HUJXJDN ,,,  7KLH %XIlH
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6XIHGID VHOXDV P VHIHP SDIl GLNHQDO VHEDJDL -D0DQ -HPXUVDUL GHIDIDQ O
-DY - HOXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL - HFDPDIDQ -HPXUZRQRVDUL - RID

6XUDED\D DGDODK FDFDI KXNXP GDQ WLGDN PHPSXQ\DL NHNXDIDQ KXNXP \DQJ

PHQJLNDW

OHQ\DIDNDQ PHQXUXH KXNXP  GHUILILNDI  +DN OLIN 1R - HO

-HPXUZRQRVDUL ~ 6XUDK  8NXU  WDQJJDO ODUHI 1R
-HPXUZRQRVDUL WHUIXOLY DDV QDPD 7HUJXJDN ,,,  7KLH %XIlH

6XIHGID VHXDV P VHIHPSDI GLNHQDO VHEDJDL -D0DQ -HPXUVDUL 6HIDIDQ O
DY $ _HIXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL - HFDPDIDQ -HPXUZRQRVDUL - RID
BXUDED\D DGDODK FDFDI KXNXP GDQ ILGDN PHPSXQ\DL NHNXDIDQ KXNXP \DQJ
PHQJLNDI
OHQ\DIDNDQ PHQXUX!I KXNXP SNID 3HUQ\DIDDQ 3HUVHIXIXDQ GDQ 3HPEHULDQ
_XDVDIDQIJID0  SIXWIXV  ARPRU  \DQJ GLEXDIROHK LRIDULY 33%7
_RID 6XUDED\D 1\RQ\D OXILD +DU\DQL 6+ DGDODK FDFDI KXNXP ILGDN
PHPSXQ\DL NHNXDIDQ KXNXP \DQJ PHQJLNDI GDQ EDID)
OHQ\DIDNDQ PHQXUX!I KXNXP SNID 3HPEDJLDQ +DN %HWDPD IDQJJID0
ODUHI PDVLQJ PDVIQJ 1RPRU  GDQ 1RPRU  \DQJ GLEXDI ROHK
1RIDULV 3357 - RID 6XUDED\D 1\RQ\D 20LYLD 6KHULQH = LUDIQR 6+ DGDIDK
FDFDI KXNXP ILGDN PHPSXQ\DL NHNXDIDQ KXNXP \DQJ PHQJLNDI GDQ EDID
OHQ\DIDNDQ PHQXUX KXNXP SHQHUELIDQ GDQ SHQJJDGDDQ 6+O 1R
_HIXUDKDQ ~ -HPXUZRQRWDUIL GDQ 6+O 1R _ HOXUDKDQ
-HPXUZRQRVDLL DIDV QDPD 7HUJXJDH ,,, PHUXSDNDQ SHUEXDIDQ PHIDZDQ

KXNXP \DQJ GLIDNXNDQ ROHK 3DUD 7HUJIXJDH
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OHQJIKXNXP SDUD 7HUJIXJDI XQIXN PHPED\DU ELD\D SHUNDUD \DQJ ILPEXD
GDODP SHUNDUD LQL VHFDUD IDQJJIXQJ UHQIHQJ VHEHVDU 5S VDX XD
0LPD UDIXV HP'SDIl SXOXK GXD ULEX UXSLDK
3HUILPEDQJDQ KXNXP KDNLP GDIDP PHPXIXV SHUNDUD LQL GLGDVDUNDQ SDGD
NHZHQDQJDQ DEVROXH 3HQIDGLODQ LHIHUL EHUNDLIDQ GHQIDQ DODV KDN \DQJ VDK IHUNDLY
SHUROHKDQ KDN DIDV IDQDK ODND KDO LQL PDVLK PHUXSDNDQ NHZHQDQJDQ GDUL
3HQJIDGLODQ LHIHUL SGDSXQ SHUILPEDDQJIDQ KDNLP \DQJ GLIXQDNDQ DGDODK
%DKZD \DQJ PHQIDGL SRNRN SHUPDVDIDK GDODP SHUNDUD LQL DGDODK DGDQ\D
6+O GDIDP VDIX REIHN ELGDQJ IDQDK VHKLQJJD KDUXV GLIHQIXNDQ 6+O PDQD
\DQJ SHQHUELIDQQ\D VDK PHQXUXII KXNXP NDUHQD 6+O DGDIDK KDN \DQJ
IHUNXDI GDQ PXI0DN GDIDP NHSHPLILNDQ VXDIX ELGDQJ IDQDK VHKLQJJID GHQIDQ
DGD IHUELY 64O JDQGD DNDQ PHQIXUDQJIL NHSHUFD\DDQ PDVADUDNDI IHQIDQJ
EXNIL EXNIL NHSHPLILNDQ \DQJ VDK
%DKZD EHUGDVDUNDQ SDGD EXNIL3+ 6+O 1R _H) -HPXUZRQRVDUL DIDV
QDPD 3HQJJIXJDI , 3,17$5"-2 62(/7$1 6(32(752 \DQJ GLIHUELINDQ
SDGD IDQIJD0 X0l GDQ EHUDVDO GDUL SHPHFDKDQ 6+0 1R _HO
-HPXUZRQRVDUL DIDV QDPD 68 =$51, GDQ NDZDQ NDZDQ EXNIL3+  GDQ
3HQJJXJDI , PHPSURIHK KDN \DQJ IHUFDQIXP SDGD 6+O 1R  _H
-HPXUZRQRVDUL GDUL 6(1726% 7 (- $ ™ -$-$ EHIGDVDUNDQ $NID -XD0 %HIL
1R = RQRFRIR ,.,, \DQJ GLEXDI 1RIDULV 6XUDED\D 1$16,-$1,
62+$1"-$-$ 6+ EXNIL3+  BHGDQINDQ EHUGDVDUNDQ EXNIL 3 +
6+0 1R _H) -HPXUZRQRVDUL DIDV QDPD 3HQJJXJDI ,, ZL\RQ\D

-$1 7% O80B++%5,0$ -7, \DQJ GLIHUELINDQ SDGD #DQJIJID0 ~ HIXVIXV



EHUDVDO GDUL SHPHFDKDQ 6+0O 1R -H0O -HPXUZRQRVDUL DDV QDPD

68 =$51, GDQ NDZDQ NDZDQ EXNIL 3 + GDQ 3HQJJIXJDI,, PHP SHUROHK

KDN \DQJ IHUFDQIXP GDIDP 6+0 1R _H0 -HPXUZRQRVDUL EHUGDVDUNDQ
SNID -XD0 %H0L 1R IDQIJD0 -DQXDUL 1RIDILY 3357
5DGHQ 62(%,212 "$12(6$6752 6+0 1R _H0 -HPXUZRQRVDUL

VHPX(D DIDV QDPD 6,7, 0$5,$0
%DKZD EHUGDVDUNDQ SDGD EXNIL EXNIL IHUWHEX! GLDIDV GDSDIDK GLVLPSXONDQ
DSDELD 6+O 1R  .H) -HPXUZRQRVDUL DIDV QDPD 3HQJJIXJDI |
3,17$5"-2 62(/7$1 6(32(752 6+0 1R _H) -HPXUZRQRVDUL
DIDV QDPD 3HQJJXJDH ,, 1\RQ\D -$1~$ 080%++$,0$:$7, 6+0
1R _H) -HPXUZRQRVDUL DIDV QDPD 7HUIXJDI ,,, 7+,( %87-(
687("-$G6DQ 6+0 1R _H) -HPXUZRQRVDUL DIDV QDPD 7HUJXJDI .,
7+,( %87-( 687("-$ NHVHPXDQ\D EHUDVD) GDUL SHPHFDKDQ 6+0O 1R
_H0 -HPXUZRQRVDUL DIDX 6+O 1R  .H) -HPXUZRQRVDUL VHEDJDL
LQGXN GDUL 6+0 6+ IHWVHEXH GLDIDV
%DKZD GHQIDQ DGDQ\D IXPSDQJ WQGLK DQIDLD 6+0O 1R _HO
-HPXUZRQRVDUL GHQJDQ 6+0O 1R _H) -HPXUZRQRVDIL GDQ 6+0O 1R
_H) -HPXUZRQRVDUL GHQJDQ 6+0O 1R _H) -HPXUZRQRVDUL PDND
KDUXV GLIHQIXNDQ 6+O PDQD \DQJ VHFDUD VDK SHQHUELIDQQ\D

%HUGDVDUNDQ %XNiL 3 £  3XIXVDQ 1R *781 3781 6E\ \DQJ

VDODK  VDIX DPDU DGDODK 3OHQ\DIDNDQ EDID0 6+O 1R -H0
-HPXUZRQRVDUL 6 XUDH 8NXU IDQJIJD0 ODUHI
1R -HPXUZRQRVDUL GDQ 6+0O 1R -HO -HPXUZRQRVDUL
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6XUDI 8NXU 1IDQJJID0 ODUHH 1R -HPXUZRQRVDUL PDVLQJ
PDVLQJ DIDV QDPD 7+,( %87-( 687 ("-$~ OHPHULQIDKNDQ 7HUJIXJDI
XQUXN PHQFDEXH VHUWLILNDH VHUILILNDW +DN OLOLN GDQ PHQJKDSXV EXNX IIDQDK
IHUVHEXU
EDKZD GHQJDQ WLGDN PHP SXQ\DL NHNXDIDQ KXNXP \DQJ PHQJLNDI VHUID FDFDW
KXNXP 6+0O 1R GDQ 6+0 1R DIDV QDPD 7HUJIXJDN ,,, 7+,(
%87-( 687 (~-$ PDND 3HQJJIXJIDI , GDQ 3HQIIXJDII,, GLQ\DIDNDQ VHEDJDL
SHPLOLN \DQJ VDK DIDV ELGDQJ IDQDK 6+0O 1R -H0 -HPXUZRQRVDUL GDQ
6+0 1R -H0 -HPXUZRQRVDUL NDUHQD 6+0O 1R GDQ 6+0 1R
EHUDGD SDGD 6+0O 1R GDQ 6+0 1R
Mencermati dan menelaah putusan dari Pengadilan Negeri Tersebut, telah
dikeluarkan Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.
*781 3781 6%< \DQJ VDODK VDIX DPDU DGDIDK 3OHQ\DIDNDQ EDIDO
SHM No. 1758/Kel. Jemurwonosari, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2001
No.263/Jemurwonosari/2001 dan SHM No. 1756 Kel. Jemurwonosari, Surat Ukur
tanggal 27 Maret 2001 No.262/Jemurwonosari/2001 masing-masing atas nama
THIE BUTJE SUTEDJA. Kemudian pada pertimbangan hakim juga disampaikan
bahwa hasil penelitian data pendaftaran tanah serta peninjauan fisik ternyata
terdapat cacat administrasi, sehingga menyebabkan cacat pula penerbitan SHM No.
1756 dan SHM No. 1758 atas nama Tergugat I1l. THIE BUTJE SUTEDJA, oleh
karena SHM No. 1756 dan SHM No. 1758 atas nama Tergugat I1l1. THIE BUTJE
SUTEDJA menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.

dengan dinyatakan apabila SHM No. 1756 dan SHM No. 1758 adalah cacat hukum
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dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara otomatis dasar perolehan
SHM-SHM tersebut yang berdasarkan Akta Penyataan Persetujuan dan Pemberian
Kuasa No. 138 yang dibuat olen Notaris MUTIA HARYANI, SH. serta Akta
Pembagian Bersama tanggal 16 Maret 2001 masing- masing No. 07 dan No. 08
yang dibuat oleh NotarissPPAT OLIVIA SHERLINE. Bahwa mengenai
penerbitan dan pengadaan SHM No. 1756 dan SHM No. 1758/Kel. Jemurwonosari
atas nama Tergugat I1l. THIE BUTJE SUTEDJA merupakan Perbuatan Melawan
Hukum yang disebutkan dalam Pasal 1365 - 8+ 3HUGDID \DNQL S3Tiap perbuatan
yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan
orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan
NHUXJLDQ WHUVHEXW™. Jika dilihat dari pertimbangan hakim tersebut yang telah
didukung dengan keluarnya putusan Penngadilan Tata Usaha Negara, dapat
disimpulkan bahwasannya setifikat kepemilikan tanah dapat dibatalkan apabila
proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui suatu perbuatan melawan
hukum seperti SHM No. 1756 dan SHM No. 1758/Kel. Jemurwonosari atas nhama
Tergugat I11. THIE BUTJE SUTEDJA.

OHODOXL SURVHV SHUDGLODQ PDND SLKDN SLKDN \DQJ EHUVHQJINHID PHPLILNL
NHVHP SDIDQ XQWXN PHQ\DP SDLNDQ DUJXPHQ GDQ EXNIL EXNIL \DQJ PHQGXNXQJ NIDLP
PHUHND DIDV NHEHQDUDQ PDIHULLO UHQIHIDQ VXDWX SHULVILZD KXNXP \DQJ VHEHQDUQ\D
WHWDGL ~ 3HQJIDGLODQ EHUKXJDV  XQUXN  PHPHULNVD  EXNIL EXNIL  IHUVHEXW  VHUID
PHQHUDSNDQ KXNXP \DQJ EHUIDNX XQIUXN PHPXIXVNDQ NHSHPLOLNDQ §DQDK VHFDUD DGL0
GDQ VHVXDL GHQJDQ SHUDIXUDQ \DQJ EHUIDNX =DSDI GLVLPSXONDQ EDKZD SXIXVDQ

SHQJDGLODQ GDIDP NDVXV LQL EXNDQ KDQ\D PHQIDGL SHQHQIX NHSHPLILNDQ IDQDK HIDSL
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IXJD PHQFHUPLONDQ XSD\D VIVIHP KXNXP XQIXN PHQHIDNNDQ NHDGLODQ GDQ
PHPEHULNDQ NHSDVILDQ KXNXP EDJL PDVNDUDNDI \DQJ WHUOLEDH GDIDP SHUVHOLVLKDQ KDN

DDV IDQDK

B. Mengetahui penyebab sertifikat ganda dalam Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor 629/Pdt.G/PN Shy.

Pembuktian dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda merupakan
hal yang tidak mudah dikarenakan terdapat hambatan-hambatan dalam menelisik
kebenaran dari fakta hukum. Beberapa hambatan diantaranya yakni :

a) Ketidaktelitian Badan Pertanahan Nasional dalam Menerbitkan Sertifikat
Tanah
- HVDNVLDQ 6DNVL $KIL 68<$5172 GDUL %31 -DQZL0 3URSLQVL -DiLP
\DQJ GLVDPSDINDQ GDODP SHUVLGDQJDQ NDVXV WHUVHEXW WHODK GLNDIDNDQ
EDKZDVDQQ\D GL NDQIRU %DGDQ 3HUIDQDKDQ 1DVLRQD) %31 XQUXN SHQGDINDUDQ
IDQDK WHUGDSDH  §LID EXDK SHID \DL#X 3HID $VOL 3HID 3HQGDINIDUDQ GDQ 3HID
-HUID 3HID $VoL DGDODK 3HID NRQGLVL SDGD VDD GLEXDIQ\D SHID WHUWVHEXW EDKZD
SHID SHQGDIIIDUDQ DGDODK SHID XQIXN PHQGDIIDUNDQ KDN KDN \DQJ GLGDIWDUNDQ GDQ
GL GDODPQ\D DGD SHID ELGDQJ \DLWX NXILSDQ GDUL SHID SHQGDIWDUDQ GDQ SHID NHUID
DGDODK SHID XQWXN PHQJHUIDNDQ KDVLO SHQIXNXUDQ
%DKZD XQIXN PHQJHFHN GL DWDV REWIHN DGD KDNQ\D GDQ WHODK WHUELW
VHUILILNDH KDQ\D GLNODULILNDVL GHQJDQ SHID SHQGDIWDUDQ - DVXV SHQJJDQGDDQ
VHUILILNDW LQL GLSHIDNDQ SDGD SHID \DQJ 0DLQ VHKLQJJD ELVD PXQFX0 \DQJ JDQGD

" DVDU WHUELIQ\D VHUILILNDW DGDODK PHQJJXQDNDQ %HULID DFDUD KDVLO SHQIXNXUDQ



\DQJ EHULID DFDUD YHUVHEXW GLEXDW PHQJJXQDNDQ DNID \DQJ GLEXDI ROHK 33%7
+D0 LQL PHQXQUXNNDQ GLPDQD %31 VHEDJDL (HPEDJD \DQJ PHPLILNL
NHZHQDQJDQ GDODP PHQ\HUILILNDINDQ IDQDK GL QHJIDUD SHSXEUN ,QGRQHVLD
PDVLK EHOXP IIHILIL GDODP PHPHULNVD NHDEVDKDQ DVDO XVX0 SHQHUELIDQ VHUILILNDW
IDQDK NHSDGD \DQJ EHUKDN 3HQILQIQ\D PHQHUDSNDQ VIDQGDU SURVHGXU \DQJ NHIDI
GDQ ULJLG GDOIDP SHPURVHVDQ VHUILILNDH GDODP PHQHOXVXU NHEHQDUDQ PDIHULLO
SHPLOLN WDQDK \DQJ DVOL PDVLK PHQIDGL SHNHUIDDQ \DQJ EHVDU ZDNIX LIX
GLVDPSLQJ %31 VHQGLUL IXJD PHQHIDSNDQ GDVDU SHQ\HUILILNDIDQ IDQDK
PHOLEDINDQ 33%7 GLPDQD 33%7 IIXJD PHPLILNL SHUDQ VHEDJDL SHQ\DULQJ DZD0
NHSHPLOLNDQ IDQDK \DQJ VDK

BPN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran tanah
memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan mengatasi masalah
sertifikat ganda ini. Sertifikat adalah suatu alat bukti yang kuat atas suatu
bidang tanah yang kuat, karena memuat data yuridis maupun fisik yang
tertuang di dalamnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa selama sertifikat
tersebut diakui eksistensinya, maka sertifikat tersebut harus dianggap sebagai
alat bukti yang sah sehingga harus diakui kebenarannya selama tidak ada yang
mengajukan/ membuktikan sebaliknya. Jika data tanah tidak dikelola dengan
baik, sangat mungkin terjadi duplikasi data atau kesalahan dalam pencatatan.
Hal ini dapat mengakibatkan satu bidang tanah tercatat atas nama dua orang
atau lebih, sehingga muncul sertifikat ganda. 6istem pendaftaran tanah yang
belum terintegrasi dengan baik antar instansi atau daerah dapat menyebabkan

data yang tidak akurat dan tidak up-to-date.
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b)

Penataan sistem yang masih lemah merupakan salah satu faktor utama
penyebab timbulnya sertifikat tanah ganda. Guna tujuan mengatasi masalah ini,
diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah,
lembaga pertanahan, dan seluruh pihak yang terkait. Maka perlunya
Melakukan pendataan ulang dan pemutakhiran data pertanahan secara berkala,
menggunakan teknologi informasi yang lebih canggih untuk mengelola data
pertanahan, serta mengintegrasikan sistem pendaftaran tanah dengan sistem
informasi lainnya. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka berpotensi terjadi
sertifikat ganda yang dimana akan menimbulkan banyak masalah diantaranya
sengketa tanah, ketidakpastian hukum pemilik tanah, serta kerugian materiil
para pihak yang terlibat. Namun seiring dengan berjalannya waktu,
perkembangan teknologi, dan informasi tentunya BPN telah menerapkan
sistem yang semakin baik terlebih dengan penerapan sertifikat tanah elektronik
yang diharapkan dapat meminimalisir kejadian sertifikat ganda dan tindakan
sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab untuk menguasai tanah milik
orang lain secara tidak sah yang merugikan masyarakat.

Tindakan kejahatan pertanah yang telah melibatkan banyak pihak

Melalui kasus yang terjadi pada perkara
N0.629/Pdt.G/2012/PN.Surabaya  yang  dilakukan  oleh  NYONYA
ROCHADINI, (Janda Almarhum Sabarjoto/disebut juga Sabaryoto) bertempat
tinggal di Jalan Ketintang Baru VII No. 16 - No. 18 Surabaya, sebagai
TERGUGAT I, NURTJAHJO, (Nurcahyo) Hari Poernomo (Putra Almarhum

Sabarjoto/disebut juga Sabaryoto) bertempat tinggal di Jalan Ketintang Baru
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VIl No. 16 - No. 18 Surabaya, sebagai TERGUGAT Il, THIE BUTJE
SUTEDJA, bertempat tinggal di Jalan Samudra No. 16 Kelurahan Bongkaran,
Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, selanjutnya mohon disebut
sebagai TERGUGAT Ill, NOTARIS/PPAT KOTA SURABAYA
NYONYA MUTIA HARYANI, SH., berkantor di Jalan Jagalan No.
117 C Surabaya sebagai TERGUGAT IV, NOTARIS/PPAT KOTA
SURABAYA OLIVIA SHERLINE WIRANTO, SH., bertempat kedudukan
di Jalan Pasar Kembang No. 26 A Surabaya, sebagai TERGUGAT V,
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA |,
berkedudukan diJalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Perumahan
Citra Raya, Sambikerep Lakarsantri Surabaya, sebagai TERGUGAT VI.
Dideskripsikan dalam menguak kasus kebenaran pentertifikatan tanah ganda in
telah melalui upaya yang sangat rumit dan melibatkan banyak pihak. Jika
dicermati lebih lanjutm peristiwa ini kemudian bukan sesuatu yang kebetulan
dimana proses penyertifikatan tanah harus melalui mekanisme yang cukup
panjang dan tidak sederhana. Artinya adalah penyertifikatan tanah ganda ini bisa
disimpulkan memang terorganisir dengan melalui banyak pihak di berbagai
instansi maupun posisi yang berkepentingan dalam proses penyertifikatan tanah.

Kejahatan pertanahan merupakan tindakan kejahatan yang kompleks
dan melibatkan banyak pihak. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu,
tetapi juga merusak sistem pertanahan dan kepercayaan masyarakat. Praktik
mafia tanah tidak hanya dilakukan perorangan tetapi juga secara terstruktur

dan massif yang bisa dilakukan oleh pegawai di instansi terkait pertanahan
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seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), Pembeli Tanah, dan Jaringan Kriminal yang terorganisir secara luas.
Modus operandi yang dilakukan oleh Penjahat pertanahan dilakukan
dalam kasus tersebut dengan cara memanipulasi akta yang Pejabat Pembuat
Akta yang dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa $NiD 3HUQ\DIDDQ
HUVHIXIIXDQ GDQ 3HPEHULDQ - XDVD IIDQJJD0  BIXVIXV 1RPRU \DQJ
GLEXDII ROHK ALRIDULV 33%7 - RID 6XUDED\D 1\RQ\D OXILD +DU\DQL 6+ DGDIDK
FDFDI KXNXP ILGDN PHP SXQ\DL NHNXDIDQ KXNXP \DQJ PHQJLNDW GDQ EDID0  GDQ
S$BNID 3HPEDJLDQ +DN %HUVDPD WDQJJD0  ODUHI PDVLQJ PDVLQJ 1RPRU
GDQ 1RPRU  \DQJ GLEXDWROHK LRIDULY 33%7 - RID 6XUDED\D 1\RQ\D 2(LYLD
6KHUILQH = LUDIQR 6+ DGDODK FDFDIi KXNXP ILGDN PHPSXQ\DL NHNXDIDQ KXNXP
\DQJ PHQJLNDW GDQ EDHD0 +D0 LQL NHPXGLDQ EHULP SOLNDVL KXNXP SHQHUELIDQ GDQ
SHQJJIDGDDQ 6+0O 1R - HOXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL GDQ 6+0O 1R
- HOXUDKDQ -HPXUZRQRVDUL DIDV QDPD 7HUJIXJDII ,,, PHUXSDNDQ SHUEXDIDQ
PHIDZDQ KXNXP \DQJ GLODNXNDQ ROHK 3DUD 7HUJXJDI Lalu melakukan
upaya untuk menguasai tanah secara fisik yang dilakukan oleh Tergugat 11
yang secara otomatis telah merugikan hak penguasaan tanah Para Penggugat
dimana Para Penggugat yang seharusnya bisa mengelola dan menguasai tanah
tersebut tidak bisa karena telah dikuasai oleh Tergugat I11. Beberapa hal diatas
kemudian menjadi kesulitan pengadilan untuk membuka kebenaran atas
pelanggaran hukum Kkaitannya dengan tanah dikarenakan kegiatan yang
dilakukan telah dilakukan secara jejaring melibatkan para pihak yang memiliki

peran penting, pengetahuan, serta kewenangan dalam menerbitkan sertifikat
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tanah. Maka perlunya memperbaiki sistem maupun mentalitas para pihak agar
praktik mafia tanah tersebut tidak semakin parah di kemudian hari. Kejahatan
pertanahan merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan perlu mendapat
perhatian serius dari semua pihak. Melalui upaya peningkatan kesadaran
masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan memperbaiki sistem
pertanahan, diharapkan masalah mafia tanah dapat diatasi.
Harus adanya Langkah hukum yang dilakukan oleh Pihak yang dirugikan
dalam pembuktian kasus sertifikat ganda

Munculnya sengketa sertifikat ganda dapat terjadi karena para pihak
yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah melakukan pengaduan dan
keberatan sebagai pihak yang dirugikan dengan adanya penerbitan sertifikat
ganda pada objek yang sama seperti yang dilakukan oleh Para Penggugat
kepada Para Tergugat pada perkara 1R 3Gl * 31 6XUDED\D XQWXN
PHPEXNILNDQ SHUEXDIDQ PHIDZDQ KXNXP \DQJ GLODNXNDQ ROHK 3DUD 7HUJXJDN
GDIDP  PHQHUELINDQ VHUILILNDIi IDQDK. Meskipun Upaya hukum ini bukan
merupakan Upaya hukum satu-satunya untuk menyelesaikan kasus sertifikat
ganda karena WHIDK DGD 8SD\D KXNXP PHIDNXNDQ JXJDIDQ SHPEDIDIDQ

- HSXWXVDQ 7DID 8VDKD 1HJDUD GDODP SHUNDUD 1R * 781 3781 6E\

\DQJ VDODK VDWX DPDU DGDODK 3OHQ\DIDNDQ EDID0 6+O 1R -H0
-HPXUZRQRVDUL 6 XUDH 8NXU #DQJIJD0 ODUHI
1R -HPXUZRQRVDUL GDQ 6+0O 1R -H0O -HPXUZRQRVDUL GXUDI

8NXUIDQJIIDO  ODUHH 1R -HPXUZRQRVDUL PDVLQJ PDVLQJ DIDV

QDPD 7+,( %87-( 687("-$ Hal tersebut tentunya sangat merugikan Para
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Penggugat dimana memang harus membuktikan kebenaran materiil sampai ke
persidangan yang tentunya tidak hanya memakan biaya, tetapi waktu dan
energi serta kerumitan kasus yang terjadi.

Para pihak merasa dirugikan sehingga mengajukan tuntutan terhadap
adanya setifikat ganda di Pengadilan Negeri. Terkait dengan adanya sertifikat
ganda dapat pula terjadi karena adanya cacat administrasi yang mengakibatkan
cacat yuridis pada sertifikat yang muncul dengan nama pemilik yang sama,
objek yang sama, dan luas tanah yang sama, padahal pemilik tanah asli tidak
pernah meminta kepada kantor Pertanahan untuk menerbitkan sertifikat tanah
yang baru.

Sertifikat hak atas tanah juga memiliki sifat individual dan final,
dimana tidak ditujukan untuk masyarakat umum, melainkan hanya
diperuntukkan untuk mereka yang tercantum dalam sertifikat tersebut serta
tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain. Dipandang dari akibat yang
ditimbulkan maka tindakan pemerintah dalam rangka pemberian sertifikat hak
atas tanah memilik tujuan menimbulkan keadaan hukum baru sehingga lahir
pula hak dan kewajiban hukum baru terhadap orang atau badan hukum tertentu
yang sudah memiliki sertifikat hak atas tanah. Sertifikat merupakan surat tanda
bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik
dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Apabila dalam kurun waktu 5
(Lima) tahun sejak sertifikat tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan
Nasional, tidak ada keberatan secara tertulis atas pemegang sertifikat itu, maka

sertifikat tersebut akan menjadi bukti sempurna, sesuai dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1)
dan ayat (2).

Sertifikat Hak Milik merupakan sertifikat yang diberikan untuk Hak
Milik. Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA, hak milik adalah hak turun-menurun,
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat
ketentuan dalam Pasal 6. Sertifikat hak Miliki mempunyai fungsi sebagai alat
bukti bahwa si pemegang hak atau nama yang disebut dalam Sertifikat Hak
Milik, adalah pribadi yang berhak atas tanah objek hak atas tanah. Sertifikat
Hak Milik merupakan bukti hak atas tanah yang paling kuat. Dalam arti, bahwa
selama tidak ada alat bukti lain yang membuktikan ketidak-benarannya, maka
keterangan yang ada dalam sertifikat tanah haruslah dianggap benar, dengan
tidak perlu alat bukti tambahan. Sedangkan alat bukti lain, seperti misalnya,
saksi-saksi, akta jual-beli dan surat+ surat keterangan pejabat, hanya dianggap
sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lainnya.
Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Pasal 32 ayat (1) dan (2) menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan
bukti yang mutlak, karena masih memungkinkan untuk dinyatakan batal atau
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum melalui putusan pengadilan.
Pihak bersengketa yang memiliki kepentingan dapat mengajukan permohonan
gugatan ke pengadilan untuk meminta putusan menyatakan suatu sertifikat hak
atas tanah tertentu tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah menyebut istilah itikad baik dalam hubungannya dengan
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penguasaan fisik atas tanah (Pasal 24) dan pemegang sertifikat hak atas tanah
3DVD0 30VD0 D\DII KXUXI D PHQ\DIDNDQ <3SHQJXDVDDQ DDV WDQDK
tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang
bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian
RUDQJ \DQJ GDSDW GLSHUFD\D" VHGDQJNDQ 3DVD0  D\DH PHQ\HEX} 3=DIDP
hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama
orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik
dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak
atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam
waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke
3HQJDGLODQ PHQJHQDL SHQJXDVDDQ WDQDK DIDX SHQHUELKDQ VHUILILNDI WHUVHEXW™
Menurut aturan hukum yang berlaku, dalam penerbitan suatu sertifikat
hak atas tanah merupakan bentuk produk peran serta dari instansi Tata Usaha
Negara yaitu Badan Pertanahan Nasonal serta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan
instansi lainnya yang berperan serta menerbitkan surat-surat keterangan hak
Pembuktian sertifikat hak milik atas tanah harus melibatkan BPN dengan
menempatkan tanda tangan pihak BPN ke dalam sertifikat sebagai bentuk
produk BPN yang sah. Kekuatan pembuktian dapat berupa pembuktian materiil
dan formil. Dalam kekuatan pembuktian materiil, data-data yang terterang
dianggap benar selama tercantum dalam sertifikat sesuai dengan

peruntukannya. Sedangkan dalam kekuatan pembuktian formil, BPN
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menerangkan bahwa data yang tertuang di dalam sertifikat adalah tanda tangan
resmi dari BPN sehingga menyatakan bahwa yang tersurat pada sertifikat
adalah data kepemilikan yang sah. Sekalipun sertifikat atas tanah mempunyai
fungsi utama sebagai alat bukti, namun sertifikat bukanlah satu-satunya alat
bukti kepemilikan. Hak terhadap bidang atas tanah dapat dibuktikan dengan
berbagai macam alat pembuktian, seperti halnya dengan keterangan para saksi,
akta sah dari notaris maupun PPAT, surat oleh badan/pejabat berwenang, dan
lain sebagainya. Dokumen tersebut dapat dijadikan bukti yang menguatkan
sertifikat apabila terdapat pihak yang menggugat keabsahan sertifikat tersebut.
Hal yang membedakan eksistensi suatu sertifikat hak milik dengan alat bukti
lainnya adalah adanya pengaturan secara tersurat oleh undang-undang yang
mengatur dan menyatakan bahwa sertifikat adalah bukti yang terkuat
berdasarkan Pasal 33 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah. Hal ini menunjukkan
selama eksistensi sertifikat tidak terbantahkan kebenarannya, maka sertifikat
tersebut harus selalu diutamakan kebenarannya sebagai alat bukti sah. Berbeda
ketika dikemudian hari hakim diberi pembuktian dengan alat bukti lain seperti
perjanjian dan saksi-saksi, ataupun kwitansi, maka yang mendalilkan harus
membuktikan dengan menambah bukti lain agar memang menunjukkan bahwa
orang tersebut adalah benar-benar yang berhak.

Sekalipun sertifikat atas tanah mempunyai fungsi utama sebagai alat
bukti, namun sertifikat bukanlah satu-satunya alat bukti kepemilikan. Hak
terhadap bidang atas tanah dapat dibuktikan dengan berbagai macam alat

pembuktian, seperti halnya dengan keterangan para saksi, akta sah dari notaris
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maupun PPAT, surat oleh badan/pejabat berwenang, dan lain sebagainya.
Dokumen tersebut dapat dijadikan bukti yang menguatkan sertifikat apabila
terdapat pihak yang menggugat keabsahan sertifikat tersebut. Hal yang
membedakan eksistensi suatu sertifikat hak milik dengan alat bukti lainnya
adalah adanya pengaturan secara tersurat oleh Undang-Undang yang mengatur
dan menyatakan bahwa sertifikat adalah bukti yang terkuat berdasarkan Pasal
33 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah. Hal ini menunjukkan selama eksistensi
sertifikat tidak terbantahkan kebenarannya, maka sertifikat tersebut harus
selalu diutamakan kebenarannya sebagai alat bukti sah. Berbeda ketika
dikemudian hari hakim diberi pembuktian dengan alat bukti lain seperti
perjanjian dan saksi-saksi, ataupun kwitansi, maka yang mendalilkan harus
membuktikan dengan menambah bukti lain agar memang menunjukkan bahwa
orang tersebut adalah benar-benar yang berhak.

Sertifikat hak atas memberikan kekuatan pembuktian bagi pemilik
tanah yang namanya tercantum dalam sertpikat, kecuali adanya cacat data fisik,
maka, kekuatan hukum adanya sertifikat akan menjadi hilang. Dengan adanya
cacat data fisik tersebut, sehingga dapat menimbulkan adanya penerbitan
sertifikat ganda dan hal ini sering terjadi pada sertifikat yang tidak dipetakan
di dalam peta pendaftaran tanah oleh perangkat desa/kelurahan maupun oleh
Kantor Badan Pertanahan Nasional di daerah.

Kehadiran sertifikat ganda dalam konteks kepemilikan tanah membawa
konsekuensi serius yang menciptakan berbagai masalah hukum yang

kompleks. Perselisihan antara pemegang sertifikat menjadi salah satu masalah
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utama yang timbul akibat keberadaan sertifikat ganda tersebut. Kasus di mana
terdapat sertifikat ganda untuk satu hak milik tanah, muncul pertanyaan krusial
tentang siapa yang sebenarnya memiliki hak sah atas tanah tersebut. Setiap
pemegang sertifikat akan merasa memiliki klaim yang sah atas tanah, yang
dapat menyebabkan perselisinan hukum yang rumit dan sulit diselesaikan.
Berkaitan dengan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah sertifikat
ganda bukanlah hal yang sederhana dan seringkali melibatkan berbagai faktor
yang saling terkait. Kesalahan administrasi, penipuan, dan ketidakjelasan
kepemilikan tanah semuanya dapat menjadi pemicu terbitnya sertifikat ganda
yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan konflik di masyarakat.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif
dan terkoordinasi. Perbaikan dalam sistem administrasi pertanahan,
peningkatan pengawasan, dan penguatan penegakan hukum adalah langkah-
langkah yang penting untuk mencegah terbitnya sertifikat ganda di masa depan.
Selain itu, upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
dalam proses pendaftaran tanah serta meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya menjaga integritas dan keamanan dokumen-dokumen

pertanahan juga sangat diperlukan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diatas, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:
1. Penyelesaian perkara sengketa sertifikat ganda di Pengadilan Negeri
Surabaya dilakukan melalui proses litigasi melalui pengajuan
gugatan ke Pengadilan Umum dengan pembuktian melalui ke

abSAHan sertipikat yang dimiliki para pihak serta kesaksian dan
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pengakuan para pihak yang terkait sehingga lahirnya Putusan
Nomor 629/Pdt.G/2012/PN Sby. Kemudian untuk membatalkan
suatu keputusan maka dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan
7DID 8VDKD 1HJDUD VHKLQJJD PXQFXIDK 3DPDU JXJDIDQ™ \DQJ
memerintahkan Badan Pertanahan Negara untuk mematikan dan
mencoret Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1756 dan
Sertipikat Hak Milik Nomor 1758

Hambatan-hambatan yang dihadapai dalam penyelesaian sengketa
sertifikat ganda dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
629/Pdt.G/2012/PN Sby yaitu dikarenakan adanya 3 (tiga) hal yakni
(1) Ketidaktelitian Badan Pertanahan Nasional dalam Menerbitkan
Sertifikat Tanah yang EHUDNLEDI SHQFDIDIDQ SHQGDIIDUDQ IDQDK EHOXP
FXNXS EDLN VHKLQJJD GDSDI GLPDQIDDINDQ ROHK SLKDN SLKDN \DQJ
HiLGDN EHUIDQJJIXQJIDZDE GDODP PHQHUELINDQ VHUILILNDK JDQGD (2)
Tindakan Kejahatan pertanahan yang telah melibatkan banyak pihak
dimana Pihak-pihak yang tidak bermoral khususnya yang memiliki
akses dan kewenangan dapat dengan sengaja melakukan manipulasi
untuk memperoleh sertifikat tanah yang tidak sah serta digunakan
menguntungkan kalangan tertentu, juga kurangnya ketidaktahuan
masyarakat. (3) Harus adanya Langkah hukum yang dilakukan oleh
Pihak yang dirugikan dalam pembuktian kasus sertifikat ganda mana

yang benar dan mana yang salah yakni melalui gugatan pengadilan
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dimana mekanisme dan alurnya tidak sederhana dan cukup rumit

serta membutuhkan biaya, waktu, dan energi yang cukup banyak.

B. Saran
Saran yang diberikan berdasarkan penelitian yang dilakukan agar
meminimalisir praktik sertifikat ganda diantaranya :

1. Dibutuhkan Perbaikan Sistem Administrasi Pertanahan oleh Badan
Pertanahan Negara juga perlu adanya sosialisasi ke masyarakat agar
masyarakat lebih paham. Diperlukan reformasi dalam sistem
database pada Badan Pertanahan Negara untuk mengurangi
sengketa yang dapat menyebabkan terbitnya sertifikat ganda. Setiap
proses pelepasan hak dalam pendaftaran tanah sebaiknya dari Badan
Pertanahan Negara memastikan kebenarannya dengan menghubungi
salah satu pihak terkait agar pihak-pihak yang ada hubungan dengan
tanah tersebut dapat mempertahankan haknya.

2. Perlu adanya Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Badan
Pertanahan Negara perlu meningkatkan pengawasan terhadap proses
pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat untuk mencegah
terjadinya sertifikat ganda, dengan melihat riwayat dari tanah
tersebut. Selain itu, penegakan hukum yang tegas diperlukan
terhadap pelaku-pelaku penipuan atau manipulasi dalam pengurusan

sertifikat tanah.
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